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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s|a s| Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ix 
 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء 
Hamza
h 
...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
 
 
Contoh: 
x 
 
No 
Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Zukira 
3. بهذي Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لرح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
xi 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ليق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinyaadalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh :  
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l 
2. ةحلط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
xii 
 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhuduna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
xiii 
 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإ دمحم ام و Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
 نيملاعلا بر هللدمحلا Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 نيقزارلاريخ وهل هللا نإو 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-
ra>ziqin / Wa innalla>ha lahuwa 
khairur-ra>ziqi>n 
 نازيملاو ليكلا اوفوأف 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / 
Fa auful-kaila wal mi>za>na 
xiv 
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ABSTRAK 
YUSUF DWI SAMPURNO, NIM 142121043, “ANALISIS ASAS 
HUKUM PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN 
DALAM PELAKSANAAN SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA 
BOYOLALI DI KECAMATAN KARANGGEDE”, Dengan adanya PERMA 
No.1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak 
Mampu di Pengadilan maka Pengadilan Agama Boyolali menjadwalkan 
sidang keliling yang dilaksanakan di kecamatan karanggede, tepatnya di desa 
Kebonan Kecamatan Karanggede yang menggunakan Kantor Kelurahan 
sebagai lokasi sidang keliling. Alasannya tak lain ialah lokasi tesebut 
sangatlah strategis yang berada di tengah-tengah dari beberapa kecamatan di 
bagian utara kabupaten Boyolali. Sidang keliling hanya untuk perkara-perkra 
yang tergolong mudah cara penyelesaiannya, seperti perkara perceraian (cerai 
talak ataupun gugat), dispensasi perkawinan, isbat nikah, dan permohonan 
perubahan nama. 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan sidang 
keliling dan untuk menganalisi apakah pelaksanaan sidang keliling tersebut 
sesuai dengan UU Kekuasaan Kehakiman pasal 4 UU No. 48 Tahun 2009 
tentang asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sedangkan untuk metote 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif dengan mengkaji 
berdasar aturan hukum yang ada mengenai sesuai atau tidaknya sidang 
keliling tersebut dalam segi pelaksanaan dan pencapaian yang diharapkan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sidang keliling 
sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan juga sesuai dengan asas 
sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana dan cepat yang dirasakan 
oleh masyarakat diantaranya ialah kesederhanaan tempat yang jika 
dibandingkan dengan sidang dikantor pengadilan harus mengantri lama dan 
sangat ramai, sedangkan di sidang keliling antrian tidak terlalu lama karena 
sidang hanyalah untuk perkara-perkara tertentu. Tentu hal tersebut juga 
masuk ke ranah asas cepat yang dalam pemeriksaan atau pada persidangan 
para pencari keadilan tidak harus mengantri terlalu lama seperti saat 
mengantri sidang di kantor Pengadilan Agama. Untuk asas biaya ringan lebih 
mengena ke biaya transportasi dan keperluan lain-lain di perjalanan dari 
kediaman pencari keadilan menuju ke kantor pengadilan agama untuk proses 
persidangan. Pada intinya semakin dekat lokasi sidang dari kediaman pencari 
keadilan, maka semakin sedikit pula biaya perjalanan yang harus dikeluarkan. 
Dan disinilah fungsi, manfaat dan tujuan utama diadakannya sidang keliling 
di Lingkungan Peradilan Agama. 
 
Kata kunci: Sidang Keliling, Sederhana, Cepat, Biaya Ringan. 
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ABSTRACT 
YUSUF DWI SAMPURNO, NIM 142121043, "ANALYSIS OF 
SIMPLE, FAST AND LOW COST JUDICIAL LEGAL PRINCIPLESIN 
THE CONDUCT OF A MOBILE TRIA PROCESS AT THE BOYOLALI 
RELIGIOUS COURT IN THE KARANGGEDE SUBDISTRICT", with 
PERMA No.1 of 2014 concerning Guidelines for Legal Aid for Poor Groups 
Of The Society in the Court, the Boyolali Religious Court scheduled a mobile 
court session in the Karanggede subdistrict, precisely in the village of 
Kebonan, Karanggede Subdistrict which uses the Village Govertmen Office 
as a mobile court location. The reason is none other than the location is very 
strategic, which is in the middle of several districts in the northern part of 
Boyolali district. The circuit assembly is only for cases that are relatively easy 
to solve, such as divorce cases , marriage dispensation, marriage certificate, 
and requests for name changes. 
The purpose of the study was to find out the implementation of the 
mobile court and to analyze whether the implementation of the circuit court 
was in accordance with the Judicial Power Law article 4 of Law No. 48 of 
2009 concerning the principles of simple, fast, and low cost. Whereas for the 
method used in this study is the deductive method by examining based on 
existing legal rules regarding the suitability or non-compliance of the mobile 
court in terms of implementation and expected achievement. 
The results of the study indicate that the implementation of the mobile 
court is in accordance with the applicable procedural law and also in 
accordance with the principles of simple, fast, and low cost. The simple and 
fast principle that is felt by the community is the simplicity of the place 
which, compared to the court session, has to be long queues and very 
crowded, while the queue around the court is not too long because the trial is 
only for certain cases. Of course, this also goes into the realm of rapid 
principle, which in the examination or at the trial of justice seekers does not 
have to queue too long like when queuing for a trial at a religious court office. 
For the principle of low cost, it is more related to the costs of transportation 
and other necessities on the journey from the residence of the justice seeker to 
the religious court office for the trial process. In essence, the closer the 
location of the trial to the residence of the justice seeker, the less the cost of 
travel must be spent. And here is the function, benefits and main purpose of 
holding a circuit in the Religious Courts 
 
Keywords: Mobile Courts, Simple, Fast, Low Cost. 
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ABSTRAK 
YUSUF DWI SAMPURNO, NIM 142121043, “ANALISIS ASAS 
HUKUM PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN 
DALAM PELAKSANAAN SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA 
BOYOLALI DI KECAMATAN KARANGGEDE”, Dengan adanya PERMA 
No.1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak 
Mampu di Pengadilan maka Pengadilan Agama Boyolali menjadwalkan sidang 
keliling yang dilaksanakan di kecamatan karanggede, tepatnya di desa 
Kebonan Kecamatan Karanggede yang menggunakan Kantor Kelurahan 
sebagai lokasi sidang keliling. Alasannya tak lain ialah lokasi tesebut sangatlah 
strategis yang berada di tengah-tengah dari beberapa kecamatan di bagian utara 
kabupaten Boyolali. Sidang keliling hanya untuk perkara-perkra yang 
tergolong mudah cara penyelesaiannya, seperti perkara perceraian (cerai talak 
ataupun gugat), dispensasi perkawinan, isbat nikah, dan permohonan 
perubahan nama. 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan sidang keliling 
dan untuk menganalisi apakah pelaksanaan sidang keliling tersebut sesuai 
dengan UU Kekuasaan Kehakiman pasal 4 UU No. 48 Tahun 2009 tentang asas 
sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sedangkan untuk metote yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode deduktif dengan mengkaji berdasar aturan 
hukum yang ada mengenai sesuai atau tidaknya sidang keliling tersebut dalam 
segi pelaksanaan dan pencapaian yang diharapkan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sidang keliling 
sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan juga sesuai dengan asas 
sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana dan cepat yang dirasakan 
oleh masyarakat diantaranya ialah kesederhanaan tempat yang jika 
dibandingkan dengan sidang dikantor pengadilan harus mengantri lama dan 
sangat ramai, sedangkan di sidang keliling antrian tidak terlalu lama karena 
sidang hanyalah untuk perkara-perkara tertentu. Tentu hal tersebut juga masuk 
ke ranah asas cepat yang dalam pemeriksaan atau pada persidangan para 
pencari keadilan tidak harus mengantri terlalu lama seperti saat mengantri 
sidang di kantor Pengadilan Agama. Untuk asas biaya ringan lebih mengena ke 
biaya transportasi dan keperluan lain-lain di perjalanan dari kediaman pencari 
keadilan menuju ke kantor pengadilan agama untuk proses persidangan. Pada 
intinya semakin dekat lokasi sidang dari kediaman pencari keadilan, maka 
semakin sedikit pula biaya perjalanan yang harus dikeluarkan. Dan disinilah 
fungsi, manfaat dan tujuan utama diadakannya sidang keliling di Lingkungan 
Peradilan Agama. 
 
Kata kunci: Sidang Keliling, Sederhana, Cepat, Biaya Ringan. 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
YUSUF DWI SAMPURNO, NIM 142121043, "ANALYSIS OF 
SIMPLE, FAST AND LOW COST JUDICIAL LEGAL PRINCIPLESIN THE 
CONDUCT OF A MOBILE TRIA PROCESS AT THE BOYOLALI 
RELIGIOUS COURT IN THE KARANGGEDE SUBDISTRICT", with 
PERMA No.1 of 2014 concerning Guidelines for Legal Aid for Poor Groups 
Of The Society in the Court, the Boyolali Religious Court scheduled a mobile 
court session in the Karanggede subdistrict, precisely in the village of Kebonan, 
Karanggede Subdistrict which uses the Village Govertmen Office as a mobile 
court location. The reason is none other than the location is very strategic, 
which is in the middle of several districts in the northern part of Boyolali 
district. The circuit assembly is only for cases that are relatively easy to solve, 
such as divorce cases , marriage dispensation, marriage certificate, and requests 
for name changes. 
The purpose of the study was to find out the implementation of the 
mobile court and to analyze whether the implementation of the circuit court 
was in accordance with the Judicial Power Law article 4 of Law No. 48 of 2009 
concerning the principles of simple, fast, and low cost. Whereas for the method 
used in this study is the deductive method by examining based on existing legal 
rules regarding the suitability or non-compliance of the mobile court in terms 
of implementation and expected achievement. 
The results of the study indicate that the implementation of the mobile 
court is in accordance with the applicable procedural law and also in 
accordance with the principles of simple, fast, and low cost. The simple and 
fast principle that is felt by the community is the simplicity of the place which, 
compared to the court session, has to be long queues and very crowded, while 
the queue around the court is not too long because the trial is only for certain 
cases. Of course, this also goes into the realm of rapid principle, which in the 
examination or at the trial of justice seekers does not have to queue too long 
like when queuing for a trial at a religious court office. For the principle of low 
cost, it is more related to the costs of transportation and other necessities on the 
journey from the residence of the justice seeker to the religious court office for 
the trial process. In essence, the closer the location of the trial to the residence 
of the justice seeker, the less the cost of travel must be spent. And here is the 
function, benefits and main purpose of holding a circuit in the Religious Courts 
 
Keywords: Mobile Courts, Simple, Fast, Low Cost. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Lembaga Peradilan Agama di Indonesia terkonsepsi dan tegas serta 
diakui dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Undang-undang 
Kekuasaan Kehakiman. Begitu pula Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 
tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa: “Peradilan Agama adalah 
peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.”1 Segala peraturan baik yang 
bersumber dari peraturan perundang-undangan Negara ataupun dari syariat 
Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka Pengadilan 
Agama dan juga mengatur tentang bagaimana cara Pengadilan Agama tersebut 
menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum material Islam yang 
menjadi kekuasaan Peradilan Agama.2 
Pengadilan Agama Boyolali terletak di Jl. Pandanarang No.167, 
Boyolali. Secara administratif Kabupaten Boyolali terdiri dari 19 kecamatan 
dan 150 desa/kelurahan, luas wilayah 1.015 Km, dengan daftar kecamatan dan 
desa di wilayah Kabupaten Boyolaliadalah sebagai berikut: Kecamatan Ampel 
terbagi 20 Desa dengan jarak /radius terjauh dari Pengadilan Agama Boyolali 
kurang lebih 55 km, Kecamatan Cepogo terbagi 14 Desa dengan jarak /radius 
terjauh dari Pengadilan Agama Boyolali kurang lebih 55 km, Kecamatan 
Boyolali terbagi 3 Kelurahan dan 6 Desa dengan jarak /radius terjauh dari 
                                                          
1 Abdul Halim, Peradilan Agam Dalam Politik Hukum Di Indonesia, (Jakarta: 
RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 12. 
2 Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 
10. 
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Pengadilan Agama Boyolali kurang lebih 5 km, Kecamatan Mojosongo terbagi 
12 Desa dengan jarak /radius terjauh dari Pengadilan Agama Boyolali kurang 
lebih 5 km, Kecamatan Teras terbagi 13 Desa dengan jarak /radius terjauh dari 
Pengadilan Agama Boyolali kurang lebih 10 km, Kecamatan Sawit terbagi 12 
Desa dengan jarak /radius terjauh dari Pengadilan Agama Boyolali kurang 
lebih 15 km, Kecamatan Musuk terbagi 20 Desa dengan jarak /radius terjauh 
dari Pengadilan Agama Boyolali kurang lebih 55 km, Kecamatan Banyudono 
terbagi 15 Desa dengan jarak /radius terjauh dari Pengadilan Agama Boyolali 
kurang lebih 14 km, Kecamatan Sambi terbagi 16 Desa dengan jarak /radius 
terjauh dari Pengadilan Agama Boyolali kurang lebih 55 km, Kecamatan 
Ngemplak terbagi 12 Desa dengan jarak /radius terjauh dari Pengadilan Agama 
Boyolali kurang lebih 30 km, Kecamatan Nogosari terbagi 13 Desa dengan 
jarak /radius terjauh dari Pengadilan Agama Boyolali kurang lebih 30 km, 
Kecamatan Simo terbagi 13 Desa dengan jarak /radius terjauh dari Pengadilan 
Agama Boyolali kurang lebih 35 km, Kecamatan Karanggede terbagi 16 Desa 
dengan jarak /radius terjauh dari Pengadilan Agama Boyolali kurang lebih 40 
km, Kecamatan Selo terbagi 8 Desa dengan jarak /radius terjauh dari 
Pengadilan Agama Boyolali kurang lebih 55 km, Kecamatan Klego terbagi 13 
Desa dengan jarak /radius terjauh dari Pengadilan Agama Boyolali kurang 
lebih 40 km, Kecamatan Andong terbagi 16 Desa dengan jarak /radius terjauh 
dari Pengadilan Agama Boyolali kurang lebih 40 km, Kecamatan Kemusu 
terbagi 13 Desa dengan jarak /radius terjauh dari Pengadilan Agama Boyolali 
kurang lebih 50 km, Kecamatan Wonosegoro terbagi 18 Desa dengan jarak 
3 
 
/radius terjauh dari Pengadilan Agama Boyolali kurang lebih 45 km, dan 
terkhir Kecamatan Juwangi terbagi 10 Desa dengan jarak /radius terjauh dari 
Pengadilan Agama Boyolali kurang lebih 75 km.3 
Terkait degan sidang keliling yang diterbitkan melalui surat Ketua 
Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor: 
01/SK/TUADA-AG/1/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan 
Peradilan Agama, juga  Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak 
Mampu di Pengadilan, maka Pengadilan Agama Boyolali menjadwalkan 
sidang keliling yang diambil setiap hari jumat dalam dua minggu sekali yang 
dilaksanakan di Kecamatan Karanggede, tepatnya di Kantor Kelurahan Desa 
Kebonan, Kecamatan Karanggede.4 Sidang keliling tersebut sudah 
dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Boyolali sejak 25 April 2014.5 
Kecamatan Karanggede adalah salah satu kecamatan yang berada di 
Kabupaten Boyolali yang terletak pada bagian barat utara. Kecamatan 
Karanggede menjadi tempat pilihan bagi Pengadilan Agama Boyolali untuk 
melaksanakan sidang keliling karena dinilai sangat strategis, sebab Kecamatan 
Karanggede berada di tengah-tengah dari beberapa kecamatan di Kabupaten 
Boyolali yang jauh dari pusat kota. Serta tidak terlalu jauh jangkauannya jika 
                                                          
3 Pengadilan Agama Boyolali, Wilayah Yuridiksi, http://pa-
boyolali.go.id/v1/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/yuridiksi, diakses hari Senin, 25 
Februari 2019 pukul 11.00 WIB 
4 Syamsul Aziz, Ketua Pengadilan Agama Boyolali, Wawancara Pribadi, 9 April 2017 
jam 09.30-10.00 WIB. 
5 Pengadilan Agama Boyolali, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, http://pa-
boyolali.go.id/v1/index.php/layanan-hukum/sidang-keliling, diakses hari Senin, 25 Februari 2019 
pukul 11.00 WIB. 
4 
 
dibandingkan dengan kecamatan lain yang berada di ujung utara Kabupaten 
Boyolali.6 Terkait dengan wilayah mana saja yang perkaranya bisa masuk di 
sidang keliling, tercatat ada 6 kecamatan di Kabupaten Boyolali yang berada di 
wilayah sidang keliling, yaitu Kecamatan Karanggede, Klego, Andong, 
Kemusu, Wonosegoro, dan Kecamatan Juwangi.7 
Dalam pendaftaran perkara di sidang keliling, tempat pendaftara 
perkara tetap di Kantor Pengadilan Agama Boyolali, hanya saja tempat 
pelaksanaan sidang bisa di ruang sidang Pengadilan Agama bisa juga berada di 
Kecamatan Karanggede. Hal tersebut melihat dari mana pemohon dan 
termohon tersebut berdomisili, sehingga bisa berperkara dengan lebih mudah 
karena lebih dekat dengan kediaman.8 Namun tidak semua perkara yang dekat 
dengan lokasi sidang keliling bisa berpekara di sidang keliling, hal tersebut 
melihat dari sisi domisili penggugat dan tergugatnya juga. Seperti contoh, 
apabila penggugat berdomisili di Kecamatan Karanggede namun tergugat 
berdomisili di Kecamatan Boyolali atau kecamatan lain yang berada jauh dari 
lokasi sidang keliling, maka perkara tersebut diproses atau diselesaikan di 
kantor Pengadilan Agama. Jadi sidang keliling hanya untuk pemohon dan 
termohon yang berada di wilayah lokasi sidang keliling.9 
Pasal 16 PERMA No 1 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pengadilan 
dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung pengadilan, khususnya untuk 
                                                          
6 Syamsul Aziz, Wawancara Pribadi…9 April 2018 Jam 09.30 
7 Tri Purwani, Wakil Panitera Pengadilan Agama Boyolali, Wawancara Pribadi, 26 April 
2018 Jam 09.30. 
8 Syamsul Aziz, Wawancara Pribadi…9 April 2018 jam 09.30 
9 Tri Purwani, Wawancara Pribadi…26 April 2018 Jam 09.30 
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perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana.10 Terkait 
dengan jenis perkara dalam penjelasan pasal tersebut, tidak semua perkara bisa 
diproses dalam sidang keliling. Hanya perkara yang mudah dan tergolong 
sederhana cara penyelesaiannya, seperti perkara perceraian (cerai talak ataupun 
gugat), dispensasi perkawinan, isbat nikah, dan permohonan perubahan nama. 
Sedangkan perkara yang rumit dan membutuhkan waktu lama dalam 
penyelesaiannya, maka sidang tetap dilakukan di Kantor Pengadilan Agama 
seperti perkara waris, wakaf, wasiat, zakat, dan perkara ekonomi syari’ah.11 
Dalam penyelesaian perkara yang masuk di sidang keliling, semua 
perkara dapat diselesaikan dalam sidang keliling tersebut. Namun, hal tersebut 
tergantung apakah waktu untuk sidang keliling masih dapat dilaksanakan atau 
tidak. Jika memungkinkan, maka dapat diselesaikan di sidang keliling, namun 
kalau tidak, maka perkara tersebut dilanjutkan dengan sidang di Ruang sidang 
Pengadilan Agama. Hal tersebut disebabkan karena dalam waktu satu tahun, 
Pengadilan Agama hanya dapat melaksanakan sidang keliling dalam kurun 
waktu 8 bulan saja. Untuk tahun 2018 ini sidang keliling dimulai sejak bulan 
Maret sampai bulan Oktober. Jangka waktu tersebut melihat anggaran yang 
diberikan kepada Pengadilan Agama untuk pelaksanaan sidang keliling. Jadi, 
jika perkara yang diajukan dalam bulan Oktober belum selesai, maka sidang 
selanjutnya dilaksanakan di Gedung Pengadilan.12 
                                                          
10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian 
Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. 
11 Susilawati, Hakim Pengadilan Agama Boyolali  Wawancara Pribadi, Kamis, 27 
September 2018 Jam 10.30 WIB. 
12 Tri Purwani, Wawancara Pribadi…26 April 2018 Jam 09.30. 
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Menurut Drs. Syamsul Aziz, sidang keliling yang dilaksanakan oleh 
Pengadilan Agama Boyolali sudah efektif, tetapi efektif tersebut jika di lihat 
dari segi para pencari keadilan yang sebelum adanya sidang keliling sangat 
jauh dari Pengadilan Agama sehingga sulit untuk berperkara, sekarang setelah 
adanya sidang keliling menjadi terjangkau. Sehingga sidang keliling memang 
sangat membantu para masyarakat pencari keadilan yang jauh dari kantor 
Pengadilan Agama dan memudahkan rakyat golongan menengah ke bawah 
untuk berperkara.13 
Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Pengadilan membantu 
pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk 
dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.14 Asas 
tersebut kemudian dapat menjadi pembanding apakah sidang yang 
dilaksanakan di luar gedung Pengadilan Agama masih sesuai dengan asas 
tersebut atau tidak. Karena tak lain tujuan dari dilaksanakannya sidang keliling 
ialah mempermudah bagi para pencari keadilan yang berkediaman jauh dari 
lokasi Pengadilan Agama. Tujuan asas ini adalah agar suatu proses 
pemeriksaan di pengadilan relatif tidak memakan waktu yang lama sampai 
bertahun-tahun sesuai kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Hakim tidak 
mempersulit proses persidangan yang berbelit-belit dan sering mundur dalam 
jadwal persidangan.15 
                                                          
13 Drs, Syamsul Aziz, Wawancara Pribadi…9 April 2018, Jam 09.30 
14 Pasal 5 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
15 Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar’iyah, (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2010), hlm. 44. 
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Dari uraian di atas, maka penulis ingin meneliti ANALISIS ASAS 
HUKUM PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN 
DALAM PELAKSANAAN SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA 
BOYOLALI DI KECAMATAN KARANGGEDE. Dan dari pemaparan 
pendahuluan di atas, maka penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai 
berikut: 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Boyolali di 
Kecamatan Karanggede ? 
2. Apakah pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Boyolali di 
Kecamatan Karanggede sudah sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan 
biaya ringan ? 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Boyolali 
di Kecamatan Karanggede. 
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama 
Boyolali sudah sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Dari penelitian ini, diharapakan penulis dapat memberikan manfaat 
kepada semua pihak baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara 
praktis. 
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1. Manfaat secara Teoritis; 
a. Untuk memberikan pengertian dan pemahaman dalam ilmu 
pengetahuan khususnya di bidang penelitian sidang keliling. 
b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman rujukan 
terhadap penelitian yang akan datang. 
2. Secara praktis. 
a. Pemerintah: memberikan informasi tentang seberapa keefektifan 
sidang keliling khususnya yang dilakukan Pengadilan Agama 
Boyolali di kecamatan Karanggede. 
b. Masyarakat: untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang 
sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama. 
E. Kerangka Teori 
Sidang keliling merupakan langkah untuk mendekatkan pelayanan 
hukum dan keadilan kepada masyarakat. Sebagai program pengembangan dari 
asas acces to justice, sidang keliling meski mendapatkan perhatian dari semua 
pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh semua pihak.16 
Dalam pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2014 Tentang 
Pedoman Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 
dijelaskan bahwa tujuan dari sidang keliling ialah untuk mempermudah setiap 
warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor 
                                                          
16 Surat Putusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan 
Agama No 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan 
Peradilan Agama. 
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Pengadilan Agama karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau juga 
hambatan geografis.17 
Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan diatur dalam Pasal 57 ayat (3) 
UU No. 7 Tahun 1989 dan pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009.18 Asas 
peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan salah satu asas yang 
sangat penting dalam implementasi hukum acara. Asas sederhana bermakna 
bahwa penyelenggara acara perdata harus dilakukan dengan mekanisme yang 
pasti dan sederhana.Asas cepat bermakna bahwa persidangan perdata harus 
dilaksanakan dalam tenggat waktu tertentu yang patut. Implementasi dari asas 
ini adalah penundaan persidangan harus mempertimbangkan aspek kepatutan 
dari segi waktu dan tata urutan beracara. Tidak dibenarkan menunda 
persidangan dengan tenggat waktu yang melebihi kepatutan serta tidak 
dibenarkan pula menunda persidangan dengan alasan penundaan yang tidak 
dibenarkan hukum. Sementara itu, asas biaya ringan adalah asas yang 
menyatakan bahwa biaya yang timbul dari berperkara di pengadilan harus 
ditetapkan dengan besaran biaya yang layak dan sedapat mungkin dapat 
dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat.19 
Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman, yang dimaksud dengan sederhana, adalah pemeriksaan dan 
penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Biaya ringan 
adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, 
                                                          
17 Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman 
Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. 
18 Mardani, Hukum Acara Perdata… hlm. 43. 
19 Asnawi, Natsir, Hukum Acara Perdata –Teori, Praktik, Dan Permasalahan Di 
Peradilan Umum Dan Peradilan Agama, (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 28. 
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asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian 
perkara di pengadilan tidak dimaksudkan mengesampingkan ketelitian dan 
kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.20 
F. Tinjauan Pustaka 
Dalam hal praktik sidang keliling sebenarnya sangat membawa 
dampak positif bagi para pencari keadilan namun yang terhalang sesuatu entah 
secara teknis, biaya, atau karena kediaman yang jauh dari pengadilan, 
sehingga tidak bisa berperkara seperti orang pada umunya. Sehingga peneliti 
tertarik ingin mencari seberapa besar kefektifan sidang keliling tersebut. 
Adapun untuk jenis penelitian yang dilakukan peneliti merupakan 
penelitian lanjutan karena sebelumya sudah banyak yang membahas hal 
tersebut. Seperti beberapa buku, skripsi, dan journal yang penulis temukan 
untuk menjadi tambahan referensi atau perbandingan dalam penelitian. 
Pertama, Nafiul Falah dalam skripsinya yang berjudul “Analisa 
Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Wonogiri, SK 
TUADA UNDILAG nomor: 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang pedoman 
sidang keliling di lingkungan Peradilan Agama.”Bahwa pelaksanaan sidang 
keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Wonogiri sudah sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. Mulai dari segi pemilihan lokasi tempat sidang 
keliling, tujuan sidang keliling, tim atau petugas pelaksana sidang keliling, 
perkara yang dapat diajukan dalam sidang keliling, sarana prasarana yang 
                                                          
20 Zulkarnain Lubis, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 
32-33. 
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dibutuhkan dalam sidang keliling dan petugas yang ditugaskan dalam sidang 
keliling.21 
Kedua, Hazar Kusmayanti, Eidy Sandra, Dan Ria Noviantidalam 
jurnalnya yang berjudul ”Sidang Keliling dan Prinsip-prinsip Hukum Acara 
Perdata: Studi Pengamatan Sidang Keliling di Pengadilan Agama 
Tasikmalaya”. Penyelesaian sengketa di pengadilan sudah seharusnya 
didasarkan pada prinsip pemeriksaan perkara secara cepat, sederhana dan 
biaya ringan. Untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat pencari 
keadilan, Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan 
kehakiman menjalankan sidang keliling sebagai bentuk pelayanan bagi para 
pencari keadilan. Berdasarkan pengamatan terhadap pelaksanaan sidang 
keliling yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya telah 
memenuhi beberapa prinsip hukum acara perdata yaitu cepat, sederhana dan 
biaya ringan. Di antaranya ketika masyarakat terpencil yang mengalami 
hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi 
dan biaya, ternyata akses pada keadilan dapat diberikan dengan pihak 
pengadilan yang datang langsung ke lokasi dengan pemeriksaan perkara yang 
relatif cepat (cukup empat kali sidang) serta adanya sistem kontrol yang 
efektif dari berbagai unsur untuk menjamin kualitas pemeriksaan perkara. 
Namun demikian terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sidang 
keliling di antaranya belum ada pedoman pelaksanaan sidang keliling yang 
                                                          
21 Nafiul Falah, Analisa Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama 
Wonogiri, SK TUADA UNDILAG nomor: 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang 
Keliling Di Lingkungan Peradilan Agama. Skripsi: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2017, hlm. 
103. 
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baku, tidak semua perkara yang didaftarkan warga dapat diselesaikan dalam 
sidang keliling, anggaran yang terbatas, perkara yang disidangkan belum 
semuanya prodeo, kurangnya sarana dan prasarana dan tidak semua 
pengadilan agama mengadakan sidang keliling.22 
Perbedan yang tampak antara skripsi penulis dan skripsi diatas adalah, 
penulis lebih fokus ke dalam pelaksanaan sidang keliling yang kemudian 
dianalisis menggunakan asas sederhana cepat dan biaya ringan, dan kemudian 
menyimpulkan apakah ada perbedaan pelaksanaan secara hukum acara perdata 
terutama dari prespektif asas sederhana, cepat, dan biaya ringan antara sidang 
di gedung pengadilan dan sidang di luar gedung pengadilan. 
Ketiga, Moh. Agus Syahrur Munir dalam skripsinya yang berjudul 
“Penerapan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Prosedur Acara 
Dan Proses Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bantul”. Asas 
peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam dalam prosedur acar dan 
proses perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul dalam Tahun 2000 
telah diterapkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku mulai dari 
penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian perkara. Hal tersebut bergantung 
dengan adanya faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat. Faktor 
pendukung ditentukan oleh adanya ketentuan-ketentuan hukum acara perdata 
yang berlaku di Pengadilan Agama yang memungkinkan adanya acara 
sederhana, cepat, dan biaya ringan, para penjabat yang memahami dan 
melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Faktor penghambat antara lain 
                                                          
22 Hazar Kusmayanti, Eidy Sandra, Dan Ria Novianti, Sidang Keliling Dan Prinsip-
Prinsip Hukum Acara Perdata: Studi Pengamatan Sidang Keliling  Di Pengadilan Agama 
Tasikmalaya, Journal Hukum Acara Perdata, Vol 1, No. 2, Desember 2015, hlm. 101. 
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ditentukan oleh jumlah pegawai Pengadilan Agama Bantul yang tidak sesuai 
dengan formasi Pengadilan Agama kelas 1B dan volume perkara sehingga 
dikesankan para petugas lamban dalam menjalankan tugas. Disamping itu 
kurangnya sarana prasarana yang diperlukan, pihak-pihak yang berperkara 
tinggal di luar yuridis Pengadilan Agama Bantul, adanya pengacara yang tidak 
melaksanakan etika hukum dan perijinan cerai bagi Pegawai Negeri Sipil yang 
memperlambat proses pemeriksaan perkara.23 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) 
yaitu penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan  untuk 
mendapatkan data yang berkenaan dengan pelaksanaan sidang keliling. 
2. Subyek dan Obyek Penelitian 
Yang menjadi subyek penelitian ini adalah Ketua, Panitera, Hakim, 
pegawai Kantor Pengadilan, serta seorang penggugat yang mengikuti 
proses peradilan sidang keliling di Kecamatan Karanggede. 
Sedangkan yang menjadi obyek penelitian ialah mengenai 
pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Boyolali di 
Kecamatan Karanggede. 
3. Sumber Data  
a. Sumber data primer 
                                                          
23 Moh. Agus Syahrur Munir,  Penerapan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan 
Dalam Prosedur Acara Dan Proses Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bantul, Skripsi: 
Faklutas Syar’iyah Institut Agama Islam Negeri Yogyakarta, 2001. 
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Yaitu data-data yang diperoleh dari lapangan, yaitu hasil dari 
wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Boyolali, Hakim, 
Panitera yang ditugaskan dalam pelaksanaan sidang keliling 
Pengadilan Agama Boyolali, serta seorang penggugat yang ikut serta 
dalam sidang keliling. 
b. Sumber data sekunder 
Yaitu data-data yang diperoleh dari kepustakaan berupa 
undang-undang, buku, jurnal, artikel, serta karya ilmiah yang relevan. 
4. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian yang dilakukan penulis meliputi Pengadilan 
Agama Boyolali sebagai lokasi wawancara, dan Kantor Kelurahan Desa 
Kebonan Kecamatan Karanggede yang menjadi lokasi penelitian 
pelaksanaan sidang keliling. 
Sedangkan waktu penelitian, penulis meneliti dan mengamati 
pelaksanaan sidang keliling dimulai sejak bulan April sampai bulan 
Desember 2018. 
Lokasi tersebut dipilih oleh penulis sebab sebelumnya belum ada 
penelitian yang membahas tentang praktik sidang keliling yang 
dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Boyolali yang bertempat di 
Kecamatan Karanggede. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara 
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara 
untuk mendapatkan informasi. 
Dalam hal ini penulis mewawancarai Ketua Pengadilan Agama 
Boyolali, Wakil Panitera Pengadilan Agama Boyolali, hakim yang 
ditugaskan dalam sidang keliling, staf kantor Pengadilan Agama 
sebagai pegawai pengambilan akta cerai dan salinan, serta seorang 
penggugat yang mengikuti sidang keliling. 
b. Dokumentasi 
Yaitu data-data yang diperoleh penulis dari dokumen yang ada 
di tempat penelitian seperti foto, dokumen, dan lain-lain yang dapat 
digunakan sebagai sarana pengumpulan data. 
c. Observasi 
Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 
cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang ada 
di wilayah penelitian. 
Dalam hal ini observasi dilakukan di Pengadilan Agama 
Boyolali dengan mengamati secara langsung sidang keliling yang 
dilaksanakan di Kecamatan Karanggede yang dimulai sejak bulan 
April sampai bulan Desember 2018.24 
6. Teknik Analisis Data 
Metode Deduktif; Metode deduktif merupakan penarikan 
kesimpulan dari penyajian pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama 
                                                          
24 Afrizal, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 21. 
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Boyolali di Kecamatan Karanggede. Dalam hal ini, analisis pelaksanaan 
sidang keliling dikaji berdasar aturan hukum yang ada mengenai sesuai 
atau tidaknya sidang keliling tersebut dalam segi pelaksanaan dan 
pencapaian yang diharapkan. 
H. Sistematika Penulisan 
Agar penulisan skripsi ini lebih mudah dipahami, maka penulis 
menyusun sistematika sebagai berikut. 
Bab pertama, pada bab ini merupakan pendahuluan yang berfungsi 
sebagai pola dasar dari seluruh bahasan yang ada di dalam skripsi ini, 
mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, kerangka teori, metode penelitian, tunjauan pustaka, dan 
sistematika penulisan. 
Bab kedua, berisi landasan teori serta menguraikan tentang sidang 
keliling untuk mengetahui apa pengertian dan dasar hukum yang digunakan 
dalam sidang keliling, tujuan sidang keliling, bentuk sidang keliling, lokasi 
sidang keliling, sarana prasarana, petugas pelaksana serta kompetensi 
Pengadilan Agama dalam sidang keliling, dilanjutkan dengan pelaksanaan 
sidang keliling meliputi penetapan pelaksanaan sidang keliling dan 
penanganan perkara pada sidang keliling. 
Bab ketiga, berisi tentang penyajian data yang berisi tentang gambaran 
umum Pengadilan Agama Boyolali yang meliputi sejarah, struktur organisasi, 
dan taat cara pegajuan perkara di Pengadilan Agama Boyolali, kemudian 
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bagian kedua berisi gambaran umum pelaksanaan sidang keliling Pengadilan 
Agama Boyolali di Kecamatan Karanggede. 
Bab keempat, adalah bab inti. Pada bab ini penulis akan melakuka 
analisis terhadap pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Boyolali di 
Kecamatan Karanggede, dan analisis keesuaian pelaksanaan asas peradilan 
sederhana, cepat, dan biaya ringan terkait dengan sidang keliling yang 
dilakukan Pengadilan Agama Boyolali di Kecamatan Karanggede. 
Bab lima, berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang merupakan akhir 
dari pembahasan, serta saran-saran yang penulis sampaikan. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Landasan teori Sidang Keliling 
1. Pengertian Sidang Keliling 
Dalam PERMA dijelaskan bahwa sidang di luar gedung Pengadilan 
adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala, atau sewaktu-waktu 
oleh pengadilan disuatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya 
tetapi di luar tempat kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang 
keliling atau sidang ditempat sidang tetap.1 
Sidang keliling, atau sidang di luar gedung Pengadilan, merupakan  
salah satu penjabaran dari acces to justice, yang telah menjadi komitmen 
masyarakat hukum di banyak negara. Sidang keliling ini merupakan 
langkah untuk mendekatkan “pelayanan hukum dan keadilan” kepada 
masyarakat.  Sebagai program pengembangan dari asas acces to justice, 
sidang keliling mesti mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, 
sehingga keadilan dapat terjangkau oleh setiap orang (justice for all).2 
2. Tujuan Sidang Keliling 
Dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian 
Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dijelaskan 
bahwa tujuan dari sidang keliling yaitu untuk mempermudah setiap warga 
                                                          
1 Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian 
Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.  
2 Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan 
Agama No 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan 
Peradilan Agama, hlm. 5. 
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negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor pengadilan 
karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis. 
Sehingga pengadilan dapat memberikan pelayanan prima bagi masyarakat 
pencari keadilan. 3 
Pada prinsipnya pengadilan hanya bersifat menunggu orang 
datang ke pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya. Pengadilan tidak 
mencari perkara. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang 
mengalami kesulitan datang ke pengadilan, padahal mereka sangat 
membutuhkan pelayanan hukum dan keadilan menjadi gagal karena 
terkendala oleh kondisi geografis, transportasi, sosial maupun ekonomi. 
Oleh sebab itu, menjadi kewajiban pengadilan memberi pelayanan yang 
terbaik kepada mereka, antara lain, melalui sidang keliling tersebut. 
Sidang keliling ini menjadikan keadilan yang didambakan rakyat semakin 
mudah diperoleh secara nyata sehingga bukan lagi sekedar impian yang 
tak pernah terwujud. Dengan demikian, maka benang kusut problema 
geografis, transportasi, ekonomi maupun sosial yang menjadi kendala 
masyarakat untuk datang ke pengadilan dapat teratasi.4 
3. Perkara Yang Dapat Diajukan Dalam Sidang Keliling 
Sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Boyolali di 
Kecamatan Karanggede dalam tahun 2018 ini selama delapan bulan, 
dimulai sejak bulan Maret sampai bulan Oktober 2018. Jangka waktu 
                                                          
3 Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian 
Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. 
4 Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan 
Agama No 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan 
Peradilan Agama, hlm. 5. 
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pelaksanaan sidang keliling tersebut melihat anggaran yang diberikan 
kepada Pengadilan Agama Boyolali untuk pelaksanaaan sidang keliling 
untuk jangka waktu yang terbatas. Jadi, sebenarnya semua perkara bisa 
diajukan bahkan diselesaikan dalam sidang keliling, namun dengan 
melihat anggaran dan waktu yang terbatas, maka sidang keliling di 
khususkan untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau 
bersifat sederhana. 
Dalam Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI 
Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 
tentang Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan Peradilan Agama, 
perkara yang dapat diajukan dalam sidang keliling di antaranya adalah: 
a. Isbath nikah: pengesahan/pencatatan nikah bagi pernikahan yang 
tidak terdaftar di KUA. 
b. Cerai gugat: gugat cerai yang diajukan oleh isteri. 
c. Cerai talak: permohonan cerai yang diajukan oleh suami. 
d. Penggabungan perkara isbath dan cerai gugat/cerai talak apabila 
pernikahan tidak tercatat dan akan mengajukan perceraian. 
e. Hak asuh anak: gugatan atau permohonan hak asuh anak yang belum 
dewasa. 
f. Penetapan ahli waris: permohonan unut menetapkan ahli waris. 
4. Lokasi Pelaksanaan Sidang Keliling 
Dalam Bab II Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI 
Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 
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Tentang Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan Peradilan Agama, 
menjelaskan bahwa sidang keliling tetap adalah sidang keliling yang 
dilaksanaan secara berkala disuatu tempat yang telah ditetapkan dan 
diadakan secara rutin dalam setiap tahun. Untuk menentukan sidang 
keliling tetap harus dipenuhi kriteria antara lain: 
a. Daerah terpencil, yakni daerah yang jauh dari lokasi kantor/gedung 
Pengadilan di dalam wilayah Kabupaten/Kota di mana gedung 
Pengadilan tersebut berkedudukan. 
b. Daerah Kabupaten lain yang belum ada kantor Pengadilan, yang 
masih dalam wilayah yurisdiksinya. 
c. Daerah yang fasilitas sarana transportasinya sangat sulit terjangkau. 
d. Daerah yang lokasinya jauh dan sulit sehingga mengakibatkan 
tingginya biaya pemanggilan ke wilayah tersebut. 
e. Perkara masuk dari wilayah tersebut berdasarkan data perkara 
selama 3 (tiga) tahun terakhir.5 
Sedangkan dalam Pasal 18 PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang 
Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di 
Pengadilan, menjelaskan tentang lokasi pelaksanaan sidang keliling 
adalah sebagai berikut: 
a. Sidang di luar gedung Pengadilan dapat dilaksanakan dalam bentuk 
sidang di tempat atau sidang keliling atau pada Kantor Pemerintah 
                                                          
5 Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan 
Agama No 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan 
Peradilan Agama, hlm. 7. 
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setempat seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA, Kantor Desa, atau 
gedung lainnya. 
b. Dalam hal tersedia fasilitas tempat sidang tetap atau tempat sidang 
keliling permanen yang dimiliki Pengadilan, sidang di luar gedung 
Pengadilan juga dapat diselenggarakan di fasilitas tersebut. 
c. Penetapan lokasi sidang di luar gedung pengadilan ditentukan dari 
hasil koordinasi dan didasarkan pada kesepahaman dengan 
Pemerintah Daerah atau instansi lain setempat. 
d. Petugas penyelenggara sidang di luar gedung Pengadilan 
mengupayakan decorum ruang persidangan yang diselenggarakan di 
luar gedung Pengadilan harus memperhatikan akses untuk 
penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang-orang 
lanjut usia.6 
5. Sarana Prasarana 
Dalam Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI 
tentang Pedoman Sidang Keliling menjelaskan bahwa sidang keliling 
dapat dilaksanakan di: 
a. Kantor Pemerintahan (Kecamatan, Kelurahan). 
b. Gedung milik Pengadilan Negeri. 
c. Kantor Perwakilan Negara di luar negeri, atau 
d. Tempat/gedung lainnya. 
                                                          
6 Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman 
Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. 
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Perlengkapan untuk sidang keliling sekurang-kurangnya terdiri 
dari: 
a. Meja sidang    : 1 buah 
b. Kursi sidang    : 3 buah 
c. Kursi para pihak dan saksi  : 4 buah 
d. Bangku panjang untuk menunggu : 3 buah 
e. Meja tulis/kursi biro   : 1 buah 
f. Lambang Negara    : 1 buah 
g. Bendera merah putih   : 1 buah 
h. Bendera pengadilan/bendera cakra : 1 buah 
i. Lemari     : 1 buah 
j. Filing cabinet    : 1 buah 
k. Meja tulis/kursi    : 3 stel 
l. Palu sidang    : 1 buah 
m. Perlengkapan sumpah   : 1 buah 
n. Perlengkapan majelis   : 1 buah 
o. Emergency light    : 1 buah 
p. Laptop     : 2 buah 
q. Alat cetak     : 1 buah 
r. Koneksi internet. 
s. Taplak meja sidang warna hijau. 
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Penyediaan sarana perlengkapan/peralatan untuk sidang keliling 
tetap maupun isidentil disesuaikan dengan keperluan dan keadaan 
setempat.7 
Menurut Pasal 230 KUHAP, perlengkapan yang harus ada dalam 
ruang sidang adalah sebagai berikut: 
a. Meja hakim 
b. Majelis hakim pengadilan agama menggunakan toga dan berkopiyah 
hitam bagi hakim pria, bagi hakim wanita menggunakan toga dan 
berjilbab. 
c. Palu hakim. 
d. Meja panitera pengganti. 
e. Panitera pengganti menggunakan jas warna hitam, bagi panitera 
pengganti wanita diwajibkan menggunakan jilbab. 
f. Lambing Negara garuda di belakang meja sidang bagian atas tengah. 
g. Bendera merah putih disebelah kanan meja sidang. 
h. Bendera cakra pengadilan agama di sebelah kiri meja sidang. 
i. Meja para pihak (penggugat dan tergugat) 
Posisi penggugat/pemohon berada di sebelah kanan meja sidang, 
sementara tergugat berada di sebelah kiri. 
j. Meja sidang. 
k. Tempat duduk pengunjung sidang. 
l. Pembatas dengan tempat duduk pengunjung sidang.8 
                                                          
7 Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan 
Agama No 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan 
Peradilan Agama, hlm. 7-8. 
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6. Petugas Pelaksanaan Sidang Keliling 
Pasal 19 PERMA NO. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian 
Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 
menjelaskan tentang petugas pelaksaan dalam sidang keliling yaitu: 
a. Petugas penyelenggara sidang di luar gedung Pengadilan terdiri dari: 
1) Hakim, dan 
2) Panitera Pengganti 
b. Sidang di luar gedung Pengadilan dapat diikuti oleh Hakim mediator, 
juru sita, satuan pengaman, dan pejabat serta staf pengadilan lainnya 
sesuai kebutuhan. 
c. Jumlah petugas penyelenggara sidanag di luar gedung Pengadilan 
disesuaikan dengan kebutuhan dan karateristik perkara. 
d. Petugas penyelenggara sidang di luar gedung Pengadilan wajib 
mengikuti tata cara persidangan dengan ketentuan peraturan 
Perundang-undangan. 
e. Dalam hal sidnag di luar gedung Pengadilan dilaksanakan bersama 
Posbakum Pengadilan, maka Posbakum Pengadilan turut serta dalam 
penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
sampai Pasal 18. 
f. Orang atau sekelompok orang selain petugas Posbakum Pengadilan 
yang ingin ikut serta memberikan penyuluhan hukum di dalam 
                                                                                                                                                               
8 Soenarto dan Soerodibroto, KUHP dan KUHAP, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm 
458. 
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penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan harus 
mendapatkan izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan.9 
Dalam Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan 
Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang 
Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan Peradilan Agama, tim Pelaksana 
Sidang Keliling pada dasarnya sekurang-kurangnya terdiri dari: 
a. 1 Majelis Hakim (3 orang Hakim) 
b. 1 orang Panitera Pengganti 
c. 1 orang Petugas Administrasi 
Sedangkan Dalam hal-hal tertentu sidang keliling 
mengikutsertakan; 
a. 1 orang Hakim Mediator. 
b. 1 orang Pejabat Penanggung Jawab. 
c. 1 orang Jurusita / Jurusita Pengganti.10 
7. Komponen Biaya Penyelenggaraan Sidang Keliling 
Pembiayaan sidang keliling terdiri dari : 
a. Biaya tempat sidang. 
b.  Biaya sewa perlengkapan sidang 
c. Biaya perjalanan dinas petugas sidang. 
d. Biaya keamanan pelaksanaan sidang keliling. 
                                                          
9 Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman 
Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan 
10 Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan 
Agama No 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan 
Peradilan Agama, hlm. 8. 
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e. Besaran biaya sidang keliling disesuaikan dengan kebutuhan 
setempat.11 
Dalam Pasal 20 PERMA NO. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di 
Pengadilan terkait dengan komponen biaya penyelenggaraan sidang 
keliling menjelaskan bahwa: 
a. Biaya penyelenggaraan sidang keliling dibebankan kepada DIPA 
Pengadilan Agama yang komponennya terdiri atas: 
1) Biaya tempat persidangan. 
2) Biaya sewa perlengkapan sidang. 
3) Biaya perjalanan dinas Hakim, panitera, dan petugas lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2). 
b. Dalam hal sidang di luar gedung pengadilan mengikutsertakan petugas 
Posbakum Pengadilan, maka biaya perjalanan dinas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c juga termasuk untuk petugas 
Posbakum Pengadilan. 
c. Dalam hal terdapat orang atau sekelompok orang selain petugas 
Posbakum Pengadilan yang ingin ikut serta memberikan penyuluhan 
hukum di dalam penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (6), biaya yang muncul 
ditanggung sendiri oleh orang atau sekelompok orang yang 
bersangkutan. 
                                                          
11 Ibid… hlm. 11. 
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d. Penggunaan anggaran penyelenggaraan sidang di luar gedung 
Pengadilan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik perkara.12 
8. Pelaksanaan Sidang Keliling 
a. Penetapan Pelaksanaan Sidang Keliling: 
1) Setiap akan dilaksanakan sidang keliling, Ketua Pengadilan 
membuat SK Pelaksanaan Sidang Keliling yang memuat : 
a) Lokasi/tempat dilaksanakan sidang keliling 
b) Waktu pelaksanaan; serta 
c) Menentukan majelis hakim, panitera pengganti, jurusita 
pengganti dan petugas administrasi, untuk melaksanakan tugas 
sidang keliling 
2) Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara 
sidang keliling dilakukan di kantor pengadilan, maka pendaftaran 
perkara harus dilakukan di tempat sidang keliling akan 
dilaksanakan. Ketua pengadilan menugaskan kepada pegawai atau 
panitera pengganti dan jurusita pengganti melaksanakan tugas 
penerimaan dan pendaftaran perkara di tempat sidang keliling 
dilaksanakan. Pendaftaran perkara pada sidang keliling ini 
dilakukan secara terpadu dan menyatu dengan rencana sidang 
keliling. 
3) Petugas tersebut berangkat lebih awal agar dapat menampung 
pendaftaran perkara dari masyarakat setempat. 
                                                          
12 Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman 
Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. 
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4) Radius pemanggilan oleh jurusita pengganti dihitung dari tempat 
sidang keliling ke tempat kediaman para pihak pencari keadilan , 
yang ditetapkan dengan keputusan ketua pengadilan berdasarkan 
data atau realitas setempat. 
5) Tenggang waktu antara pendaftaran, pemanggilan dengan sidang 
harus diperhitungkan sesuai hukum acara. 
6) Administrasi perkara sidang keliling harus dipersiapkan dengan 
baik agar tertib administrasi dapat terlaksana sesuai Pola 
Bindalmin. 
7) Selama berlangsungnya sidang keliling, pendaftaran perkara baru 
dapat diterima dan disidangkan pada sidang keliling berikutnya. 
b. Pendaftara Perkara 
1) Pendaftaran perkara sidang keliling dilakukan di kepaniteraan 
Pengadilan setempat sesuai prosedur administrasi perkara. 
2) Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara 
dilakukan di kantor pengadilan, pendaftaran perkara dapat 
dilakukan kepada petugas yang telah berada dilokasi dimana akan 
diselenggarakan sidang keliling, sebelum sidang keliling 
dilaksanakan. 
3) Petugas penerima pendaftaran perkara yang berada di lokasi sidang 
keliling, setiap menerima perkara baru harus melaporkan adanya 
pendaftaran perkara baru ke kantor pengadilan yang bersangkutan 
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melalui email atau media komunikasi lainnya untuk mendapat 
nomor perkara dan diproses ke dalam register perkara. 
4) Petugas meja 1 setelah menerima laporan adanya pendaftaran 
perkara baru dari petugas yang berada di tempat sidang keliling, 
segera memproses sesuai prosedur penerimaan perkara dan 
memberitahukan kepada petugas di lokasi sidang keliling 
mengenai nomor pendaftaran perkara. 
5) Pendaftaran perkara dapat juga dilakukan secara on line dengan 
memanfaatkan teknologi informasi. 
6) Pembayaran panjar biaya perkara harus dilakukan melalui bank 
atau dapat  juga ditransfer melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) 
atau internet banking. 
7) Apabila di daerah sekitar lokasi sidang keliling tidak terdapat bank, 
maka pembayaran dapat dilakukan kepada petugas pengadilanyang 
berada di lokasi sidang keliling. 
8) Pembayaran panjar biaya perkara dengan menggunakan bukti 
transfer melalui ATM atau internet banking, pendaftarannya 
dilakukan setelah diverifikasi oleh kasir atau petugas yang 
ditunjuk. 
9) Dalam hal ada permohonan berperkara secara prodeo, maka 
berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 10 
tahun 2010. 
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10) Pelaksanaan administrasi kepaniteraan sidang keliling berpedoman 
pada Buku II Petunjuk Teknis Administrasi yang sudah direvisi 
yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI. 
c. PMH, Penunjukan PP dan Jurusita / Jurusita Pengganti, PHS dan 
Pemanggilan. 
1) Penetapan Majelis Hakim (PMH), Penunjukan Panitera Pengganti 
dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Penetapan Hari Sidang 
masing-masing dibuat sesuai dengan Pola Bindalmin. Format 
surat-surat tersebut mengacu kapada Keputusan Direktur Jenderal 
Badan Peradilan Agama MA-RI Nomor 0156/DJA/HK.05/ 
SK/II/2012 tanggal 21 Maret 2012 Tentang Standarisasi Formulir 
Kepaniteraan Peradilan Agama. 
2) Penetapan Hari Sidang ditetapkan oleh ketua majelis hakim sesuai 
dengan SK Ketua Pengadilan tentang penetapan sidang keliling. 
3) Pemanggilan sidang dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti 
yang telah ditunjuk dan dilakukan sesuai tata cara pemanggilan. 
d. Persidangan dan Mediasi. 
1) Majelis Hakim berangkat menuju ke lokasi sebelum 
dilaksanakannya sidang keliling, dan kembali ke kantor pengadilan 
setelah selesai sidang. 
2) Ketua pengadilan menentukan hari keberangkatan Majelis Hakim 
ke lokasi sidang keliling yang disesuaikan dengan jadual dan lokasi 
sidang yang telah ditetapkan. 
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3) Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim melakukan 
persidangan dengan tata cara sesuai dengan hukum acara. 
4) Panitera pengganti yang ikut bersidang, segera melaporkan hasil 
sidang setiap perkara ke kantor pengadilan yang bersangkutan. 
5) Dalam hal upaya mendamaikan harus melalui proses mediasi, 
maka ditunjuk hakim mediator yang telah disiapkan atau apabila 
tidak ada, maka salah satu hakim dari anggota majelis hakim 
ditunjuk menjadi mediator. 
e. Ikrar Talak dan Akta Cerai. 
1) Bagi permohonan ikrar talak yang dikabulkan, maka ikrar talak 
dilakukan dalam sidang keliling berikutnya setelah putusan izin 
ikrar talak berkekuatan hukum tetap. 
2) Apabila tidak ada sidang keliling berikutnya, baik karena ketiadaan 
anggaran atau karena sebab lain, maka ikrar talak dilaksanakan di 
kantor pengadilan. 
3) Akta cerai dapat diterbitkan dan diterimakan kepada para pihak 
setelah ikrar talak diucapkan di tempat sidang keliling. 
4) Apa bila akta cerai tidak dapat diterbitkan dan diterimakan pada 
saat setelah ikrar talak, maka diberikan pada saat sidang keliling 
berikutnya. 
5) Dalam perkara gugatan cerai yang dikabulkan, pengambilan akta 
cerai dapat dilakukan di kantor pengadilan setelah putusan cerai 
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berkekuatan hukum tetap atau di tempat sidang keliling pada jadual 
persidangan berikutnya. 
6) Apabila tidak ada sidang keliling berikutnya, ketua pengadilan 
menugaskan seorang pegawai yang ditunjuk untuk menerimakan 
akta cerai kepada para pihak di lokasi dimana dahulu dilaksanakan 
sidang keliling. Biaya perjalanan petugas tersebut dibebankan 
kepada DIPA Pengadilan setempat. 
7) Apabila hal ini tidak dimungkinkan, maka akta cerai diberikan di 
kantor pengadilan. 
f. Minutasi. 
Semua surat-surat berkas perkara seperti Penetapan Majelis 
Hakim (PMH), Penunjukan Panitera Pengganti, Penunjukan Jurusita / 
Jurusita Pengganti dan PHS, penyelesaian minutasinya dilakukan di 
kantor pengadilan segera setelah para petugas kembali ke kantor 
pengadilan.13 
B. Tinjauan Umum Asas Sederhana, Cepat, Biaya Ringan 
Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sebagai 
bentuk penegasan bahwa tugas peradilan adalah sebagai tempat bagi rakyat 
untuk mencri kedilan dan kepastian hukum, sehingga haruslah dilakukan 
dengan sesederhana mungkin dan biaya yang terjangkau serta waktu proses 
persidangan tidak berlarut-larut. Karen dengan cepatnya proses peradilan, akan 
                                                          
13 Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan 
Agama No 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan 
Peradilan Agama, hlm. 8-10. 
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meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan 
masyarakat kepada pengadilan.14 
Akan tetapi makna dan tujuan asas peradilan sederhana, cepat, dan 
biaya ringan bukan hanya sekedar menitikberatkan unsur kecepatan dan biaya 
ringan. Bukan berarti pemeriksaan perkara dilakukan seperti ban beredar 
(lopende band), tak ubahnya seperti mesin membuat sekrup. Tidak demikian 
makna dan tujuannya. Asas ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim 
memeriksa dn memutus perkara perceraian dalam tempo satu jam atau 
setengah jam. Yang dicita-citakan ialah suatu proses pemeriksaan yang relatif 
tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan 
kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, 
jangan sengaja dipersulit oleh hakim ke arah proses pemeriksaan yang berbelit-
belit dan tersendat-sendat. Jangan sampai jalannya pemeriksaan “mundur 
terus”, untuk sekian puluh kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut 
hukum. Hakim pilek, persidangan mundur, keluarga panitera atau hakim 
menyunat anak, dijadikan alasan untuk mengundurkan pemeriksaan sidang, 
sekalipun para pihak dari tempaat yang jauh sudah bersusah payah 
mengongkosi para saksi yang akan mereka hadapakan. Penasihat hukum pergi 
pesiar, dibenarkan sebagai alasan mengundurkan pemeriksaan sidang. 
Padahal dalam keadaan seperti itu pemeriksaan dapat dilanjutkan secara 
contradictoir tanpa jawaban bantahan dari pihak yang tidak hadir tanpa alasan 
yang sah. Banyak hal-hal yang lucu dan menggelikan tapi sekaligus 
                                                          
14 Rimdan, Kekuasaan Kehakiman: Pasca Amandemen Konstitusi (Jakarta: Kencana, 
2012), Hlm. 53. 
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menyedihkan dalam praktik disekitar kelihaian dan ketidakbermoralan 
menukang-nukangi cara yang berbelit-belit dalam pemeriksaan maupun alasan 
yang dijadikan untuk mengundurkan pemeriksaan. Pemeriksaan mundur terus 
dan tak pernah sampai di akhir tujuan. Cara-cara yang demikian, disamping 
hakim tidak bermoral, sekaligus tidak profesional dan melanggar asas peradilan 
sederhana, cepat, dan biaya ringan. 
Jadi, yang dituntut dari hakim dalam menerapkan asas ini ialah sikap 
“moderasi”. Tidak cenderung secara ekstrem melakukan pemeriksaan yang 
tergopoh-gopoh, sehingga jalannya pemeriksaan menanggalkan harkat dan 
derajat kemanusiaan. Tetapi jangan sengaja dilambat-lambatkan. Lakukan 
pemeriksaan yang seksama dan wajar, rasional dan objektif dengan cara 
memberi kesempatan yang berimbang dan sepatutnya kepada masing-masing 
pihak yang berperkara.15 
Hal yang kedua, penerapan asas ini tidak boleh mengurangi “ketepatan” 
pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Kesederhanaan, 
kecepatan pemeriksaan, jangan dimanipulasi untuk membelokkan hukum, 
kebenaran, dan keadilan. Semua harus “tepat” menurut hukum. Untuk apa 
proses yang cepat, kalau hukum yang ditegakkan di dalamnya berisi kepalsuan 
terhadap kebenaran dan keadilan. Akan tetapi sebaliknya, untuk apa kebenaran 
dan keadilan yang diperoleh dengan penuh kesengsaraan dan kepahitan dalam 
suatu penantian yang tak unjung tiba. Terkadang lantaran lamanya suatu proses 
                                                          
15 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2003), hlm.69-71. 
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penyelesaian perkara, putusan akhir baru tiba setelah pihak yang berperkara 
meninggal dunia. 
Proses peradilan haruslah dilakukan dengan sederhana, yakni 
pemeriksaan dan penyelesaian perkara haruslah dilakukan dengan cara efisien 
dan efektif. Adapun biaya ringan adalah biaya perkara yng terjangkau oleh 
masyarakat. Demikian juga dengan cepat, bahwa pemeriksaan dan 
penyelesaian perkara tersebut dilakukan dengan cepat sehingga para pencari 
keadilan cepat juga mengetahui putusan yang akan dijatuhkan. Namun 
demikian, asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan 
pengadilan tidak menyampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari 
kebenaran dan keadilan.16 
Dari penjelasan tersebut dapat dilihat betapa pentingnya asas peradilan 
yang cepat dan tepat. Dalam suatu putusan yang cepat dan tepat terkandung 
keadilan yang “bernilai lebih”. Ketepatan putusan sesuai dengan hukum, 
kebenaran , dan keadilan itu saja sudah mengandung makna keadilan tersendiri, 
dan kecepatan penyelesaiannya itupun mengandung rasa keadilan tersendiri, 
sehingga dalam putusan yang cepat dan tepat terdapat penjumlahan rasa nilai 
keadilan yang saling mengisi dalam penegakan hukum. Bahkan dari sudut 
kegembiraan dan kelegaan menerima putusan yang cepat dan tepat, 
mengandung nilai kepuasan tersendiri, dan ikut mendukung nilai kebenaran 
dan keadilan yang tertuang dalam putusan.17 
 
                                                          
16 Rimdan, Kekuasaan Kehakiman..., hlm 54. 
17 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan..., hlm 72. 
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BAB III 
GAMBARANG UMUM PENGADILAN AGAMA BOYOLALI DAN 
PELAKSANAAN SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA 
BOYOLALI 
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Boyolali 
1. Letak Geografis 
Kabupaten Boyolali terletak pada arah selatan dari Kabupaten 
Semarang dengan jarak tempuh sepanjang 70 Km. Secara geografis 
Kabupaten Boyolali berada di bagian tenggara lereng gunung Merapi dan 
berada pada titik koordinat 7° 28' lintang selatan dan garis bujur 107° 48’ 
bujur timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : 
 Sebelah Utara : Kabupaten Semarang dan Purwodadi 
 Sebelah Timur : Kabupaten Sragen dan Karanganyar 
 Sebelah Selatan : Kabupaten Klaten dan Sukoharjo 
 Sebelah Barat : Kabupaten Magelang. 
Secara administratif Kabupaten Boyolali terdiri dari luas wilayah 
1.015 Km dengan 19 kecamatan yaitu kecamatan Ampel, Cepogo, 
Boyolali, Mojosongo, Teras, Sawit, Musuk, Banyudono, Sambi, 
Ngemplak, Nogosari, Simo, Karanggede, Selo, Klego, Andong, Kemusu, 
Wonosegoro, dan Juwangi dengan total 150 desa/kelurahan di Kabupaten 
Boyolali.1 
                                                          
1 Pengadilan Agama Boyolali, Wilayah Yuridiksi, http://pa-
boyolali.go.id/v1/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/yuridiksi, diakses hari Senin, 25 
Februari 2019 pukul 11.00 WIB 
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2. Sejarah Berdiri 
Kantor Pengadilan Agama Boyolali  pada awalnya menempati 
gedung Departemen Agama (baca Kementerian Agama)  yang terletak di 
Jalan Pandanaran No 67 Boyolali. Perkara yang ditangani oleh Pengadilan 
Agama Boyolali masih sedikit karena  masih banyak perceraian (Cerai 
Talak) yang dijatuhkan oleh suami  tidak dilakukan di muka persidangan 
Pengadilan Agama Boyolali, namun setelah lahirnya Undang-Undang No. 
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku secara efektif, dan sejak 
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maka tugas-
tugas Pengadilan Agama menjadi semakin bertambah, perkara-perkara 
perkawinan diatur dengan jelas, sehingga volume perkara yang diterima 
di  Pengadilan Agama Boyolali meningkat. 
Pada tahun 1976 Pengadilan Agama Boyolali yang dipimpin oleh 
Drs. Ahmad Slamet (Ketua Pengadilan Agama Boyolali dari tahun 1974-
1980) telah memiliki gedung tersendiri seluas  348 m², yang terletak  di Jl. 
Printis Kemerdekaan Boyolali, dibangun di atas tanah seluas  546 m²  dari 
Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali / tanah hak milik Negara  dengan 
status hak pakai sebagaimana tersebut dalam seftifikat Hak Pakai  Nomor : 
12 tahun 1987. 
Pada bulan Juni 2004, Pasca satu atap pengadilan di bawah 
lembaga Mahkamah Agung khususnya lembaga Peradilan Agama 
mengalami kemajuan yang signifikan, saat itu yang menjabat Ketua 
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Pengadilan Agama Boyolali Drs. H. Syadzali Musthofa, S.H. (Tahun 
2003-2007)  Pengadilan Agama Boyolali tidak terkecuali, Mahkamah 
Agung Republik Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan citra 
Peradilan yang lebih berwibawa dan bermartabat, baik dari segi  sarana 
dan prasarana maupun kualitas sumber daya manusia (SDM), 
dan  berdasarkan Surat Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI Nomor 
42/BUA-PLS-KEP/XII/2006, tanggal 12 Desember 2006 kemudian 
ditindaklanjuti dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima 
Gedung lama Pengadilan Negeri Boyolali  yang terletak  di Jalan 
Pandanaran  No. 167 Boyolali kepada  Pengadilan Agama Boyolali pada 
tanggal 19 September 2007. Dan Tahun 2007 melalui DIPA PTA Jawa 
Tengah gedung lama Pengadilan Negeri Boyolali tersebut direnovasi dan 
selesai pada bulan Desember 2007 saat itu yang menjabat Ketua 
Pengadilan Agama Boyolali adalah  Drs. H. Noor Salim, S.H., M.H. Dan 
secara resmi  Pengadilan Agama Boyolali berkantor  digedung tersebut 
sejak bulan Pebruari 2008 sampai 2010. Di tahun 2010 sampai 2013 Ketua 
Pengadilan Agama digantikan oleh Dra. Hj. A. Muliany Hasyim, SH., 
MH., MSI, dan setelah periode tersebut digantikan oleh H. Imam 
Shofwan, SH., MH di tahun 2013 sampai 2017. Dan dari tahun 2017 
sampai sekarang Pengadilan Agama Boyolali diketuai oleh Drs. Syamsul 
Aziz, M,H.2 
 
                                                          
2 Pengadilan Agama Boyolali, Sejarah Pengadilan Agama Boyolali, http://pa-
boyolali.go.id/v1/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah, diakses hari Selasa, 14 
Agustus 2018 pukul 11.00 WIB 
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3. Kompetensi dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Boyolali 
Peradilan Agama diatur dalam UU No 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 
2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 
tahu 1989 tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama adalah salah satu 
pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama  
Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud udang-undang. 
Dalam undang –undang ini diatur susunan, kekuasaan, hukum 
acara, dan kedudukan hakim serta segi-segi administrasi pada pengadilan 
agama dan pengadilan tinggi agama. 
Pengadilan Agama berkedudukan di wilayah kabupaten/kota dan 
daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan tinggi 
agama berkedudukan di ibukota propinsi dan daerah hukumnya meliputi 
wilayah propinsi tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian. 
Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan 
tinggi agama merupakan pengadilan tingkat banding.3 
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Boyolali 
a. Visi 
Terwujudnya Peradilan Agama yang bersih dan berwibawa, 
transparan dan akuntabel yang mampu memberikan pelayanan secara 
sederhana, cepat dan biaya ringan. 
                                                          
3 Abdullah Tri Wahyudi, Hukum Acara Peradilan Agama, (Bandung: Mandar 
Maju, 2014), hlm. 7. 
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1) Bersih 
Adalah seluruh aparatur Peradilan Agama menjunjung tinggi 
dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dengan konsisten yang 
diwujudkan dengan perilaku  jujur, berakhlak mulia, ikhlas dan 
terbebas dari perilaku yang negatif, baik dalam kehidupan pribadi 
/keluarga maupun dalam pelayanan terhadap masyarakat pencari 
keadilan. 
2) Berwibawa 
Kekuasaan Peradilan Agama diakui dan ditaati serta ada 
pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati 
orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung 
kepemimpinan dan daya tarik/performance. 
3) Transparan dan Akuntabel 
Adalah bahwa Peradilan Agama dalam proses peradilan 
mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas, yaitu Pengadilan 
menyediakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh 
publik dengan penuh tanggung jawab. 
4) Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan 
Dikandung maksud untuk memenuhi harapan para pencari 
keadilan yaitu pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan 
dengan cara yang efektif dan efisien, biaya perkara dapat dijangkau 
oleh masyarakat. 
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b. Misi 
1) Menyelenggarakan Peradilan yang bersih dan bebas dari 
praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 
2) Menyelenggarakan pelayanan Yudisial dengan seksama dan 
sewajarnya. 
3) Meningkatkan Pembinaan Sumber Daya Manusia, aparatur 
Pengadilan Agama Boyolali. 
4) Melakukan Pengawasan  terhadap Teknis Yudisial dan Non 
Yudisial . 
5) Mengembangkan penerapan manajemen modern dengan 
Teknologi Informasi. 
5. Susunan Organisasi Pengadilan Agama Boyolali 
Administrasi di Pengadilan Agama Boyolali dilaksanakan oleh 
seorang Ketua Pengadilan yang dibantu oleh wakilnya, panitera dan staf-
stafnya. Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Boyolali 
selengkapnya sebagai berikut; 
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Tabel I 
STRUKTUR PENGADILAN AGAMA BOYOLALI TAHUN 2018 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 = Garis Komando 
 = Garis Koordinasi 
Sumber: Data Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2018. 
Dra. Dzakiyatun, S.F., M.H. Fahruddin, S.Ag., M.H. 
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6. Prosedur Penyelenggaraan Administrasi Perkara Pada Pengadilan 
Tingkat Pertama 
a. Prosedur Penerimaan Perkara 
1) Meja Satu 
a) Menerima gugatan, permohonan perlawanan (verset), 
pernyataan banding kasasi, permohonan peninjauan kembali, 
eksekusi, penjelasan dan pengarsipan biaya perkara dan 
eksekusi. 
b) Membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) dalam 
rangkap tiga (3) dan menyerahkan SKUM tersebut pada calon 
penggugat/pemohon. 
c) Menyerahkan kembali surat gugatan/permohonan pada calon 
penggugat/pemohon. 
2) Kasir 
a) Menerima pembayaran uang panjar biaya perkara (PBP) dan 
biaya eksekusi dari pihak calon penggugat/pemohon 
berdasarkan SKUM. 
b) Membukukan penerimaan uang panjar, biaya perkara, dan 
biaya eksekusi dalam jurnal penerimaan uang. 
c) Mengembalikan asli serta tindasan pertama skum pada calon 
penggugat/pemohon setelah dibubuhi cap/tanda lunas. 
d) Menyerahkan biaya perkara atua biaya eksekusi yang diterima 
pada bendahara perkara dan dibukukan dalam buku jurnal. 
45 
 
3) Meja Dua 
a) Menerima surat gugatan/perlawanan dari calon 
penggugat/pelawan dalam rangkap sebanyak jumlah 
tergugat/terlawan ditambah sekurang-kurangnya empat untuk 
keperluan masing-masing hakim. 
b) Menerima surat permohonan dari calon pemohon sekurang-
kurangnya dua rangkap. 
c) Menerima tindakan pertama SKUM dari calon 
penggugat/pelawan/ pemohon. 
d) Mendaftar/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam 
register yang bersangkutan serta pemberian nomor register 
pada surat gugatan atau permohonan tersebut. 
e) Menyerahkan kembali satu rangkap surat 
gugatan/permohonan yang telah biberi nomor register pada 
penggugat/pemohon. 
f) Asli surat gugatan/permohonan dimasukkan dalam sebuah 
map khusus dengan melampirkan tindasan pertama skum 
dalam surat-surat yang berhubungan dengan 
gugatan/permohonan tersebut, disampaikan pada Ketua 
Pengadilan Agama melalui panitera. 
g) Mendaftar mencatat putusan Pengadilan Agama/Pengadilan 
tinggi Agama/Mahkamah Agung, dalam sebuah buku register 
yang bersangkutan. 
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4) Meja Tiga 
a) Menyerahkan salinan putusan Pengadilan Agama/ Pengadilan 
Tinggi Agama/Mahkamah Agung pada yang berkepentingan. 
b) Menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Agama pada 
pihak yang berkepentingan. 
c) Menerima memori/kontra memori banding, memori/kontra 
memori kasasi, jawaban/tanggapan peninjauan kembali, dan 
lain-lain. 
d) Menyusun/menjahit/menyiapkan berkas. 
e) Terhadap putusan yang dimohonkan banding, berkas perkara 
dijahit dan disusun sebagai berikut; 
(1) Bundel A (Arsip Pengadilan Agama) 
(a) Surat gugatan penggugat/surat permohonan pemohon. 
(b) Penetapan penunjukkan Majelis Hakim. 
(c) Penetapan hari sidang. 
(d) Relaas-relaas penggilan. 
(e) Berita acara sidang. 
(f) Surat kuasa dari kedua pihak (bila ada). 
(g) Penetapan sita conservatoir/revindicatooir (bila ada). 
(h) Berita acara sita conservatoir/revindicatooir (bila ada). 
(i) Berita acara eksekusi (bila ada). 
(j) Lampiran surat-surat yang diajukan oleh kedua pihak 
(bila ada). 
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(k) Surat-surat bukti penggugat (diperinci). 
(l) Surat-surat bukti tergugat (diperinci). 
(m) Tanggapan bukti-bukti tergugat dari penggugat (bila 
ada). 
(n) Tanggapan bukti-bukti penggugat dari tergugat (bila 
ada). 
(o) Berita acara pemeriksaan setempat (bila ada). 
(p) Gambaran situasi (bila ada). 
(q) Surat-surat lainnya (bila ada). 
(2) Bundel B (Arsip Pengadilan Tinggi Agama) 
(a) Salinan putusan Pengadilan Agama. 
(b) Akta banding. 
(c) Akta pemberitahuan banding. 
(d) Pemberiatahuan penyerahan memori banding/kontra 
memori banding. 
  Nb : Putusan dijilid tersendiri dan disampaikan 
 dalam berkas perkara bersama-sama bundel 
di Pengadilan Agama. 
5) Tahap Persiapan 
a) Sub kapaniteraaaan permohonan/gugatan mempelajari 
kelengkapan dan mencatat semua data-data perkara yang baru 
diterimanya dalam buku penerimaan tentang perkara, 
kemudian menyampaikannya kepada panitera dengan 
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melampirkan semua formulir-formulir yang berhubungan 
dengan pemeriksaan perkara. 
b) Panitera sebelum meneruskan berkas perkara yang baru 
diterimanya itu kepada ketua pengadilan agama, terlebih 
dahulu menyuruh petugas yang bersangkutan untuk 
mencatatnya dalan buku register perkara. 
c) Selambat-lambatnya pada hari kedua setelah surat-surat gugat 
diterima dibagian kepaniteraan, panitera harus menyerahkan 
kepada ketua pengadilan agama, yang selanjutnya ketua 
pangadilan agama mencatat dalam buku ekspedisi yang ada 
padanya dan mempelajarinya, kemudian menyampaikan 
kembali berkas-berkas perkara tersebut kepada panitera 
dengan disertai penetapan penunjukan majelis hakim/hakim 
yang sudah harus dilakukan dalam waktu sepuluh (10) hari 
sejak gugatan/permohonan didaftarkan. 
d) Panitera menyarahkan berkas perkara yang diterimanya dari 
ketua/wakil ketua pengadilan kepada ketua pengadilan agama 
kepada majelis hakim yang bersangkutan. 
e) Panitera menunjuk seorang atau lebih panitera pengganti 
untuk perbantuan pada majelis/hakim yang bersangkutan. 
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7. Prosedur pendaftran Perkara Pengadilan Agama Boyolali 
Untuk pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Boyolali yang 
sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedures) sebagai berikut: 
a. Pemohon / Penggugat datang menghadap ke Pengadilan Agama 
dengan membawa surat gugatan atau permohonan. 
b. Pemohon / Penggugat menghadap petugas Meja I dan menyerahkan 
surat gugatan atau permohonan, 5 (lima) rangkap. 
c. Petugas Meja I (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu 
berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya 
perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar 
(SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah 
mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada 
pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang Undang Republik 
Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang 
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.  
d. Petugas Meja I menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan 
kepada Pemohon / Penggugat disertai dengan Surat Kuasa Untuk 
Membayar (SKUM) rangkap 3 (tiga).  
e. Pemohon / Penggugat menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) 
surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk 
Membayar (SKUM). 
f. Pemegang kas menandatangani Surat Kuasa Untuk Membayar 
(SKUM), membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan 
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perkara dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan dalam 
surat gugatan atau permohonan. 
g. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar 
(SKUM) kepada Pemohon / Penggugat sebagai dasar penyetoran 
panjar biaya perkara ke bank. 
h. Pemohon / Penggugat datang ke loket layanan bank dan mengisi slip 
penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank 
tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), 
seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian 
Pemohon / Penggugat menyerahkan slip bank yang telah diisi dan 
menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut 
kepada teller Bank. 
i. Setelah Pemohon / Penggugat menerima slip bank yang telah 
divalidasi dari petugas layanan bank, Pemohon / Penggugat 
menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan  Surat Kuasa Untuk 
Membayar (SKUM) kepada pemegang kas. 
j. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan 
kembali kepada Pemohon / Penggugat. Pemegang kas kemudian 
memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) 
dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan 
pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan 
atau permohonan yang bersangkutan. 
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k. Pemohon / Penggugat menyerahkan kepada petugas Meja II surat 
gugatan atau permohonan  serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk 
Membayar (SKUM). 
l. Petugas Meja II mendaftar/mencatat surat gugatan atau permohonan 
dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat 
gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor 
pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas. 
m. Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat 
gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada 
pihak berperkara. 
n. Pendaftaran selesai. Pihak/pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh 
jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah 
ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang 
pemeriksaan perkaranya (PHS).4 
B. Gambaran Umum Sidang Keliling Pengadilan Agama Boyolali Di 
Kecamatan Karanggede Tahun 2018 
1. Latar Belakang Sidang Keliling 
  Dalam pasal 14 PERMA No.1 Tahun 2014 Tentang Pedoman 
Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dijelaskan 
bahwa tujuan dari sidang keliling ialah untuk mempermudah setiap warga 
Negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan 
                                                          
4 Pengadilan Agama Boyolali, Sejarah, Prosedur Berperkara, http://pa-
boyolali.go.id/v1/index.php/layanan-hukum/prosedur-perkara,  diakses hari Selasa, 14 Agustus 
2018 pukul 11.00 WIB. 
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Agama karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau juga hambatan 
geografis.5 
  Dengan adanya peraturan tersebut maka Pengadilan Agama 
Boyolali menjadwalkan sidang keliling yang dilaksanakan di Kecamatan 
Karanggede, tepatnya di Desa Kebonan Kecamatan Karanggede yang 
menggunakan Kantor Kelurahan sebagai lokasi sidang keliling. 6 Bahkan, 
lokasi tersebut menjadi pilihan dari Pengadilan Agama Boyolali sebagai 
lokasi sidang keliling dari tahun 2014 sampai 2018 saat ini. Alasannya tak 
lain ialah lokasi tesebut sangatlah strategis yang berada di tengah-tengah 
dari beberapa kecamatan di ujung utara Kabupaten Boyolali. Dan selain itu, 
Kantor Kepala Desa Kebonan sangatlah dekat dengan pusat Kecamatan 
Karanggede sehingga sangatlah mudah untuk dijangkau oleh masyarakat.7 
  Terkait degan sidang keliling yang diterbitkan melalui surat Ketua 
Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor: 
01/SK/TUADA-AG/1/2013 tentang pedoman sidang keliling di 
Lingkungan Peradilan Agama, juga  Peraturan Mahkamah Agung 
(PERMA) No.1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum 
bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, maka Pengadilan Agama 
Boyolali menjadwalkan sidang keliling yang diambil setiap hari jumat 
dalam dua minggu sekali yang dilaksanakan di Kecamatan Karanggede, 
                                                          
5 Pasal 14 Peratura Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian 
Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.  
6 Pengadilan Agama Boyolali, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, http://pa-
boyolali.go.id/v1/index.php/layanan-hukum/sidang-keliling,  diakses hari Senin, 25 Februari 2019 
pukul 11.00 WIB 
7 Susilawati, Hakim Pengadilan Agama Boyolali, Wawancara Pribadi, Kamis, 27 
September 2018, Jam 10.30 WIB. 
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tepatnya di Kantor Kepala Desa Kebonan, Kecamatan Karanggede.8 Sidang 
keliling tersebut sudah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Boyolali sejak 
25 April 2014.9 
  Kecamatan Karanggede adalah salah satu kecamatan yang berada 
di Kabupaten Boyolali yang terletak pada bagian barat utara.10 Kecamatan 
Karanggede menjadi tempat pilihan bagi Pengadilan Agama Boyolali untuk 
melaksanakan Sidang Keliling karena dinilai sangat strategis, sebab 
Kecamatan Karanggede berada di tengah-tengah dari beberapa kecamatan 
di Kabupaten Boyolali yang jauh dari pusat kota. Serta tidak terlalu jauh 
jangkauannya jika dibandingkan dengan kecamatan lain yang berada di 
ujung utara Kabupaten Boyolali.11 Terkait dengan wilayah mana saja yang 
perkaranya bisa masuk di sidang keliling, tercatat ada 6 kecamatan di 
Kabupaten Boyolali yang berada di wilayah sidang keliling, yaitu 
Kecamatan Karanggede, Klego, Andong, Kemusu, Wonosegoro, dan 
Kecamatan Juwangi.12 
2. Dasar Pelaksanaan Sidang Keliling 
Dasar pelaksaan sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan 
Agama Boyolali yaitu berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang 
Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di 
                                                          
8 Syamsul Aziz, Ketua Pengadilan Agama Boyolali, Wawancara Pribadi, 9 April 2017 
jam 09.30-10.00 WIB. 
9 Pengadilan Agama Boyolali, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, http://pa-
boyolali.go.id/v1/index.php/layanan-hukum/sidang-keliling,, diakses hari Senin, 25 Februari 2019 
pukul 11.00 WIB 
10 https://id.wikipedia.org/wiki/Karanggede,_Boyolali 
11 Syamsul Aziz, Wawancara Pribadi…9 April 2018 Jam 09.30 
12 Tri Purwani, Wakil Panitera Pengadilan Agama Boyolali, Wawancara Pribadi, 26 
April 2018 Jam 09.30. 
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Pengadilan bahwa tujuan dari sidang keliling yaitu untuk mempermudah 
setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi 
kantor pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau 
hambatan geografis. Sehingga pengadilan dapat memberikan pelayanan 
prima bagi masyarakat pencari keadilan. 13 
Selain dari PERMA juga dasar yang menjadi pelaksanaan sidang 
keliling yaitu Surat Putusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan 
Lingkungan Pengadilan Agama No 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang 
Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan Peradilan Agama. Serta Surat 
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Boyolali No: W11-A25/ 112 
/Hk.00.8/I/2018 Tentang Pelaksanaan Sidang Keliling Wilayah Hukum 
Pengadilan Agama Boyolali Tahun Anggaran 2018. 
3. Tujuan Sidang Keliling 
Tujuan sidang keliling yang dilaksanakana Pengadilan Agama 
Boyolali diantaranya adalah sebagai berikut: 
a. Memberikan pelayanan hukum yang prima kepada masyarakat. 
b. Mempermudah masyrakat pencari keadilan terutama yang 
kediamannya jauh dari lokasi kantor Pengadilan Agama. 
c. Mempermudah para pihak untuk datang ke lokasi persidangan, karena 
cukup datang ke lokasi sidang keliling tanpa harus datang ke kantor 
Pengadilan Agama. 
                                                          
13 Ibid...,. 
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d. Mempersingkat waktu yang dibutuhkan para pencari keadilan untuk 
menyelesaikan perkara. 
e. Meringankan biaya para pencari keadilan mengingat wilayah Boyolali 
sangat luas sehingga dapat menjangkau lokasi persidangan dengan 
memangkas biaya transportasi.14 
4. Data Perkara yang Masuk Dalam Sidang Keliling 
Dalam sidang keliling, tidak semua perkara yang masuk bisa 
disidangkan di sidang keliling. Dalam arti hanya perkara-perkra yang 
tergolong mudah cara penyelesaiannya, seperti perkara perceraian (cerai 
talak ataupun gugat), dispensasi perkawinan, isbat nikah, dan permohonan 
perubahan nama. 15 Perceraian sebenarnya bukanlah perkara yang mudah 
penyelesaiannya, karena tak jarang para pihak tergugat maupun penggugat 
sangat rumit dalam pemecahannya, bahkan tak jarang percerian tersebut 
naik ke tingkat banding. Namun disini hakim Pengadilan Agama Boyolali 
memasukkan perceraian sebagai perkara yang mudah penyelesaiannya 
karena mayoritas perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama 
ialah perceraian yang diputus secara verstek.16 
Dalam sidang keliling periode 2018 ini yang dilaksanakan 
Pengadilan Agama Boyolali sejak bulan Maret sampai Oktober, terhitung 
ada 96 perkara cerai gugat, 28 perkara cerai talak, 7 perkara dispensasi 
                                                          
14 Syamsul Aziz,... Wawancara Pribadi, Jumat 05 September 2018 Jam 10.30 WIB. 
15 Tri Purwani, Wakil Panitera Pengadilan Agama Boyolali, Wawancara Pribadi, 26 
April 2018 Jam 09.30. 
16 Susilawati..., Wawancara Pribadi, Kamis, 27 September 2018, Jam 10.30 WIB. 
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perkawinan, 2 perkara perubahan nama, dan 2 perkara perubahan biodata 
dengan data sebagai berikut. 
Tabel II 
PERKARA SIDANG KELILING TAHUN 2018 
No Bulan Cerai 
gugat 
Cerai 
Talak 
Dispensa
si kawin 
Perubahan 
nama 
Perubahan 
Biodata 
1. Januari - 2 - - - 
2. Februari 12 3 - - - 
3. Maret 21 3 2 - 1 
4. April 16 2 2 - - 
5. Mei 6 7 - 2 1 
6. Juni 7 - 2 - - 
7. Juli 11 7 - - - 
8. Agustus 7 2 - - - 
9. September 8 2 1 - - 
10. Oktober 1 - - - - 
 Jumlah 89 28 7 2 2 
Sumber: Data Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2018 
5. Petugas Pelaksana dan Jadwal Sidang Keliling 
Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Boyolali 
Nomor: W11-A25/112/Hk.00.8/I/2018 tentang Tim Sidang Keliling dan 
Jadwal Sidang Keliling Pengadilan Agama Boyolali di Kecamatan 
Karanggede, tedapat satu majelis hakim yang terdiri dari 3 hakim yang 
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dibantu oleh wakil ketua sebagai mediator lapangan, panitera muda 
permohonan sebagai panitera pengganti, wakil panitera sebagai 
administrasi, dan staf pamud gugatan sebagai kasir. Mengenai nama-nama 
tim pelaksana sidang keliling tahun 2018 selengkapnya sebagai terlampir.17 
6. Panjar Biaya Perkara Dalam Sidang Keliling 
Dalam panjar biaya perkara yang harus ditanggung oleh pencari 
keadilan, pada dasarnya tidak ada perbedaan antara sidang di dalam gedung 
pengadilan atau sidang di luar gedung pengadilan.18 Untuk daftar panjar 
biaya perkara di Pengadilan Agama Boyolali sebagai berikut: 
Tabel III 
PANJAR BIAYA PERKARA PENGADILAN AGAMA BOYOLALI 
No Perkara Radius I Radius II Radius III Radius 
sulit/Tabayun 
1. Cerai Gugat 466.000 591.000 716.000 841.000 
2. Cerai Talak 616.000 791.000 966.000 1.141.000 
3. Permohonan 316.000 391.000 466.000 514.000 
4. Gugatan Lainnya 466.000 591.000 716.000 841.000 
5. Banding 875.000 1.075.000 1.225.000 1.400.000 
6. Kasasi 1.075.000 1.200.000 1.325.000 1.450.000 
7. Peninjauan Kembali 3.150.000 3.250.000 3.350.000 3.450.000 
8. a. Sita Jaminan 1.661.000 1.911.000 2.111.000 2.311.000 
                                                          
17 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Boyolali Nomor: W11-
A25/112/Hk.00.8/I/2018. 
18 Susilawati…,Wawancara Pribadi, Kamis, 27 September 2018 Jam 10.30 WIB. 
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b. Pengangkatan Sita Jaminan 
c. Sita Eksekusi 
1.661.000 
1.661.000 
1.911.000 
1.911.000 
2.111.000 
2.111.000 
2.311.000 
2.311.000 
9. Eksekusi 1.661.000 1.911.000 2.111.000 2.311.000 
10. Pemeriksaan Setempat 725.000 900.000 1.025.000 1.150.000 
Sumber: Data Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2018. 
7. Prosedur Sidang Keliling 
a. Alur Berperkara di Sidang Keliling 
1) Mencari informasi sidang keliling 
a) Informasi tentang sidang keliling dapat diperoleh melalui 
kantor pengadilan setempat, telepon, website pengadilan, 
kantor kecamatan atau kantor desa. 
b) Pastikan anda mendapatkan informasi yang benar tentang: 
(1) Waktu sidang keliling 
(2) Tempat sidang keliling 
(3) Biaya Perkara 
(4) Tatacara mengajukan perkara melalui sidang keliling 
2) Persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi untuk mengajukan 
perkara pada sidang keliling: 
a) Membuat surat gugatan atau permohonan 
b) Melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai 
dengan perkara yang diajukan. (lihat panduan prosedur 
berperkara). 
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c) Membayar panjar biaya perkara yang telah ditetapkan oleh 
Pengadilan. Bagi yang tidak mampu membayar maka dapat 
mengajukan prodeo atau berperkara secara gratis (lihat 
panduan cara mengajukan prodeo). 
d) Pada saat pelaksanaan Persidangan Pemohon/penggugat 
harus membawa minimal 2 orang saksi yang mengetahui 
permasalahan penggugat/pemohon. 
e) Menyerahkan semua persyaratan yang sudah lengkap tersebut 
di atas ke kantor pengadilan baik secara pribadi atau 
perwakilan yang ditunjuk. 
f) Setelah persyaratan diserahkan, minta tanda bukti 
pembayaran (SKUM), dan satu salinan surat 
gugatan/permohonan yang telah diberi nomor perkara. 
3) Mengikuti Proses Persidangan 
a) Datang tepat waktu di tempat sidang keliling yang telah 
ditentukan bersama 2 orang saksi dengan membawa SKUM 
dan salinan surat gugatan/permohonan. 
b) Mengikuti seluruh proses persidangan dengan tertib dan 
berpakaian sopan. 
c) Jika tidak bisa hadir dalam sidang keliling, maka 
pemeriksaan persidangan ditunda. 
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Setelah perkara diputus salinan putusan bisa diambil di Pengadilan 
atau di tempat sidang keliling.19 
8. Rekapitulasi Laporan Sidang Keliling 
Dalam sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama 
Boyolali, Pengadilan Agama mendapatkan anggaran yang biaya 
penyelenggaraan sidang keliling tahun 2018 tersebut dibebankan kepada 
DIPA Pengadilan Agama Boyolali dengan rincian sebagai terlampir. 
                                                          
19 Pengadilan Agama Boyolali, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, http://pa-
boyolali.go.id/v1/index.php/layanan-hukum/sidang-keliling,  diakses sabtu 8 Desember 2018, 
pukul 11.30 WIB. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Analisis Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Boyolali 
Pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama 
Boyolali tahun anggaran 2018, penulis mendapatkan beberapa data, 
diantaranya yaitu data perkara yang masuk dan data perkara yang putus di 
sidang keliling. Ada 128 perkara yang masuk dengan rincian 89 perkara cerai 
gugat, 28 perkara cerai talak, 7 perkara dispensasi perkawinan, 2 perkara 
perubahan nama, dan 2 perkara perubahan biodata. Dari 128 perkara tersebut 
hanya 1 perkara yaitu cerai talak yang belum diputus di sidang keliling karena 
penggugat beserta tergugat tidak aktif dalam mengikuti panggilan jadwal 
sidang. Mengingat waktu sidang keliling yang terbatas maka sidang perkara 
tersebut dilanjutkan di Kantor Pengadilan Agama.1 
Tentang biaya perkara yang harus ditanggung oleh pihak yang 
berperkara pada dasarnya Pengadilan Agama Boyolali tidak membuat 
perbedaan dalam jumlah biaya antara sidang di Kantor Pengadilan maupun 
sidang di luar Kantor Pengadilan. Perbedaan jumlah biaya terletak pada jenis 
perkara yang diajukan dan radius tempat tinggal pelapor dari Kantor 
Pengadilan sesuai dengan ketetapan yang sudah diputuskan oleh lembaga 
Pengadilan Agama. Adapun panjar biaya perkara Pengadilan Agama Boyolali 
adalah sebagai berikut: 
                                                          
1 Arif Muhrifat, Petugas Pengambilan Akta Cerai Dan Salinan, Wawancara Pribadi, 
Jumat 7 Desember 2018, Pukul 10.37 WIB. 
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TABEL IV 
PANJAR BIAYA PERKARA PENGADILAN AGAMA BOYOLALI 
No Perkara Radius I Radius II Radius III Radius 
sulit/Tabayun 
1. Cerai Gugat 466.000 591.000 716.000 841.000 
2. Cerai Talak 616.000 791.000 966.000 1.141.000 
3. Permohonan 316.000 391.000 466.000 514.000 
4. Gugatan Lainnya 466.000 591.000 716.000 841.000 
5. Banding 875.000 1.075.000 1.225.000 1.400.000 
6. Kasasi 1.075.000 1.200.000 1.325.000 1.450.000 
7. Peninjauan Kembali 3.150.000 3.250.000 3.350.000 3.450.000 
8. a. Sita Jaminan 
b. Pengangkatan Sita Jaminan 
c. Sita Eksekusi 
1.661.000 
1.661.000 
1.661.000 
1.911.000 
1.911.000 
1.911.000 
2.111.000 
2.111.000 
2.111.000 
2.311.000 
2.311.000 
2.311.000 
9. Eksekusi 1.661.000 1.911.000 2.111.000 2.311.000 
10. Pemeriksaan Setempat 725.000 900.000 1.025.000 1.150.000 
Sumber: Data Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2018. 
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Dari segi pendaftaran perkara, pada dasarnya tidak ada perbedaan 
khusus antara alur pendaftaran sidang di gedung pengadilan maupun sidang di 
luar gedung pengadilan. Dalam Surat Putusan Ketua Muda Mahkamah Agung 
RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 
Tentang Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan Peradilan Agama 
menjelaskan bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran 
perkara dilakukan di kantor pengadilan, pendaftaran perkara dapat dilakukan 
kepada petugas yang telah berada dilokasi dimana akan diselenggarakan 
sidang keliling, sebelum sidang keliling dilaksanakan. 
Namun dalam pelaksanaannya,  pendaftaran perkara tetap 
dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Boyolali, karena keterbatasan 
pegawai yang mampu di ikutsertakan dalam pelaksanaan sidang keliling. 
Tidak semua perkara yang diajukan dapat disidangkan di sidang keliling 
karena harus memenuhi syarat-syarat seperti melihat jenis perkara dan juga 
domisili penggugat serta tergugat. Untuk mempermudah hal tersebut, maka 
pendaftaran perkara lebih baik tetap dilaksanakan di Kantor Pengadilan 
Agama, dan nantinya akan di tentukan lokasi persidangan perkara tersebut di 
sidang keliling atau di Kantor Pengadilan Agama. 
Dalam persiapan pelaksanaan sidang keliling, para pegawai yang 
sudah ditugaskan akan tiba di lokasi sidang keliling (Kantor Kepala Desa 
Kebonan, Kecamatan Karanggede) pada pukul 09.00 WIB. Setelah semua 
persiapan selesai maka sidang bisa langsung dilaksanakan, dan pada umunya 
sidang tersebut akan berakhir pada pukul 11.30 WIB karena beberapa pegawai 
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yang ikut serta dalam sidang keliling harus melaksanakan shalat jum’at. 
Waktu tersebut bisa selesai lebih cepat tergantung jumlah perkara. Jika 
perkara yang masuk pada hari itu lebih sedikit maka selesai persidangan juga 
akan lebih cepat. 
Untuk proses pelaksanaan persidangan antara sidang di gedung 
pengadilan maupun sidang di luar gedung pengadilan sama. Sebab belum 
adanya hukum acara yang mengatur khusus tentang sidang di luar gedung 
pengadilan. Untuk proses persidangan dalam sidang keliling pengadilan 
Agama Boyolali adalah sebagai berikut: 
1. Sidang pertama adalah pemeriksaan para pihak sekaligus mediasi. Apabila 
pada sidang pertama salah satu pihak tidak datang maka sidang ditunda 2 
(dua) minggu. 
2. Dalam mediasi para pihak diberi kebebasan untuk memilih mediator dari 
Pengadilan atau mediator dari luar Pengadilan. 
3. Apabila upaya mediasi berhasil, maka gugatan dicabut. Apabila tidak 
berhasil, maka sidang berikutnya adalah pembacaan gugatan/permohonan. 
4. Setelah pembcaan gugatan/permohonan, maka sidang ditunda 2 minggu 
untuk memberi kesempatan terhadap tergugat/termohon untuk menjawab 
atas gugatan tersebut. 
5. Setelah dua minggu, agenda sidang berikutnya adalah pembacaan jawaban 
atas gugatan/permohonan oleh tergugat/termohon. Setelah itu sidang 
ditunda dua minggu untuk memberi kesempatan kepada penggugat untuk 
menjawab atas jawaban tergugat (replik). 
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6. Setelah dua minggu, agenda selanjutnya adalah pembacaan replik oleh 
penggugat. Setelah itu sidang ditunda lagi dua minggu untuk memberi 
kesemptan kepada tergugat menjawab replik dari penggugat (duplik). 
7. Setelah dua minggu, agenda selanjutnya adalah pembacaan duplik dari 
teregugat. Setelah itu sidang ditunda lagi 2 minggu untuk pembuktian. 
Dalam pembuktian meliputi surat-surat dan saksi. 
8. Apabila pembuktian sekiranya sudah cukup, maka sidan ditunda dua 
minggu untuk tahap kesimpulan. 
9. Setelah dua minggu, para pihak diberikan kesempatan untuk 
menyampaikan kesimpulan. Setelah itu sidang ditunda lagi dua minggu 
untuk musyawarah hakim. 
10. Setelah dua minggu agenda selanjutnya adalah putusan. 
Dalam setiap tahap, apabila salah satu pihak tidak hadir maka 
diberikan satu kesempatn lagi untuk mendatangkan pihak yang tidak hadir. 
Apabila sidang berikutnya tetap tidak hadir maka sidang dilanjutkan ke tahap 
berikutnya. Dan apabila salah satu pihak tidak datang untuk yang kedua 
kalinya dipersidangan maka para hakim bisa memutus secara verstek. 
Seperti dalam kasus perkara cerai gugat yang disidangkan dan diputus 
dalam sidang keliling dengan Nomor perkara 0315/Pdt.G/2018/PA.Bi, bahwa 
pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak tergugat tidak hadir dalam 
persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain datang 
menghadap sebagai walinya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, 
maka sidang berikutnya dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan dari 
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saksi yang sudah dipersiapkan oleh pihak penggugat, serta langsung 
dilanjutkan dengan mengabulkan gugatan dari penggugat dengan menjatuhkan 
talak satu ba’in shughra terhadap penggugat.2 
Penjelasan di atas menunjukkan bahwa proses persidangan yang 
dilaksanakan Pengadilan Agama Boyolali di sidang keliling adalah sama 
halnya dengan proses persidangan yang dilaksanakan di kantor Pengadilan 
Agama yang sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Lingkungan 
Pengadilan Agama. Hanya saja berbeda lokasi persidangan yang lebih 
menjangkau kepada masyarakat yang berdomisili jauh dari lokasi Kantor 
Pengadilan Agama. Sesuai dengan tujuan diadakannya sidang keliling yang 
dilaksanakan Pengadilan Agama Boyolali di Kecamatan Karanggede. 
B. Analisis Sidang Keliling Menurut Undang-Undang Kekuasaan 
Kehakiman Pasal 4 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Asas 
Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan 
Sidang keliling merupakan sidang yang dilaksanakan di luar gedung 
pengadilan dengan tujuan supaya para pencari keadilan menjadi terjangkau 
dalam mendatangi lokasi saat mencari keadilan atas perkara yang diajukan. 
Dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan 
Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dijelaskan bahwa tujuan 
dari sidang keliling yaitu untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak 
mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor pengadilan karena hambatan biaya 
                                                          
2 Salinan putusan Nomor 0315/Pdt.G/2018/PA.Bi Perihal perkara cerai gugat, 06 Juli 
2018. 
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atau hambatan fisik atau hambatan geografis. Sehingga pengadilan dapat 
memberikan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. 3 
1. Asas Sederhana 
Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 UU No. 
48 Tahun 2009 menjelaskan bahwa proses peradilan haruslah dilakukan 
dengan sederhana, yakni pemeriksan dan penyelesaian perkara haruslah 
dilakukan dengan cara efisien dan efektif.4 Sederhana merupakan kata sifat, 
artinya bersahaja, tidak berlebih-lebihan.5 Pada bagian lain, sudiko 
mertokusumo mendefinisikan, sederhana adalah acara yang jelas, mudah 
dipahami, dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-
formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara  di peradilan, 
makin baik, cepat, menunjuk pada jalannya peradilan.6 
Sidang keliling merupakan salah satu implementasi dari asas 
sederhana cepat dan biaya ringan. Asas sederhana yang dirasakan oleh 
masyarakat diantaranya ialah kesederhanaan tempat yang jika 
dibandingkan dengan sidang dikantor pengadilan harus mengantri lama dan 
sangat ramai, sedangkan di sidang keliling antrian tidak terlalu lama karena 
yang disidangkan hanyalah perkara-perkara tertentu yang memenuhi syarat 
untuk disidangkan di sidang keliling. Dan juga dengan berbedanya sarana 
yang lebih sederhana itu yang membuat sidang keliling terkesan lebih 
                                                          
3 Pasal 3 Peratura Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian 
Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. 
4 Rimdan, Kekuasaan Kehakiman: Pasca Amandemen Konstitusi, (Jakarta: Kencana, 
2012), Hlm. 53. 
5 Mohammad Amir Hamzah, Tolok Ukur Prinsip Hukum Sederhana, Cepat Dan Biaya 
Ringan Pada Peradilan Perdata, Journal, Hlm. 80. 
6 Rimdan, Kekuasaan Kehakiman:...54. 
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sederhana, karena sidang keliling menggunakan kantor kelurahan sebagai 
lokasi sidang. Serta sederhana dalam makna keefektifan dengan 
mempermudah para pihak dari tergugat penggugat, dan juga saksi untuk 
datang ke persidangan.7 
Jadi, pada dasarnya pengadilan tidak membuat perbedaan 
pelaksanan acara peradilan terutama terkait dengan asas sederhana ini. 
Pengadilan tetap mengupayakan pelaksanaan sidang di kantor pengadilan 
dan di luar kantor pengadilan tidak ada perbedaan dalam hukum acaranya. 
Namun, terdapat beberapa hal seperti fasilitas, waktu, dan kemudahan lain 
yang dapat menjadikan sidang di luar gedung pengadilan menjadi lebih 
sederhana. 8 
2. Asas cepat 
Sebagai bentuk penegasan bahwa tugas peradilan adalah sebagai 
tempat bagi rakyat untuk mencari keadilan dan kepastian hukum, sehingga 
haruslah dilakukan dengan sesederhana mungkin dan biaya yang terjangkau 
dan proses waktu persidangan tidak berlarut-larut. Karena dengan cepatnya 
proses peradilan, akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan 
menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.9 cepat merupakan 
kata sifat, artinya dalam waktu singkat, lekas, segera.10 
                                                          
7 Syamsul Aziz, Ketua Pengadilan Agama Boyolali, Wawancara Pribadi, Jumat 05 
September 2018 Jam 10.30 WIB. 
8 Susilawati, Hakim Pengadilan Agama Boyolali  Wawancara Pribadi, Kamis, 27 
September 2018 Jam 10.30 WIB. 
9 Rimdan, Kekuasaan Kehakiman:...hlm. 53. 
10 Mohammad Amir Hamzah, Tolok Ukur Prinsip Hukum Sederhana, Cepat Dan Biaya 
Ringan Pada Peradilan Perdata, Journal, hlm. 80. 
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Kata “cepat” dalam Undang-undang kekuasaan kehakiman 
menunjukkan bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara tersebut 
dilakukan dengan cepat sehingga para pencari keadilan cepat juga 
mengetahui putusan yang akan dijatuhkan.11 Asas sederhana dan cepat 
yang dirasakan oleh masyarakat diantaranya ialah kesederhanaan tempat 
yang jika dibandingkan dengan sidang dikantor pengadilan harus mengantri 
lama dan sangat ramai, sedangkan di sidang keliling antrian tidak terlalu 
lama karena yang sidang hanyalah perkara-perkara tertentu yang memenuhi 
syarat untuk disidangkan di sidang keliling. Tentu hal tersebut juga masuk 
ke ranah asas cepat yang dalam pemeriksaan atau pada persidangan para 
pencari keadilan tidak harus mengantri terlalu lama seperti saat mengantri 
sidang di Kantor Pengadilan Agama. 12 Hal tersebut juga berdampak pada 
jumlah perkara yang dapat diselesaikan Pengadilan Agama dalam sidang 
keliling. Dalam 8 (delapan) bulan pelaksanaan, Pengadilan Agama Boyolali 
dapat menyelesaikan 128 perkara yang masuk dalam sidang keliling. 
Asas cepat sebenarnya dari pengadilan juga tidak membuat beda 
antara sidang di kantor dan sidang di luar kantor atau sidang keliling. 
Seperti dalam kasus perkara cerai gugat Nomor 0315/Pdt.G/2018/PA.Bi 
yang mana perkara tersebut diselesaikan dan diputus dalam sidang 
keliling,13 juga perkara Nomor 0452/Pdt.G/2018/PA.Bi dalam kasus cerai 
                                                          
11 Rimdan, Kekuasaan Kehakiman:...hlm. 53. 
12 Syamsul Aziz,... Wawancara Pribadi, Jumat 05 September 2018. 
13 Salinan putusan Nomor 0315/Pdt.G/2018/PA.Bi Perihal perkara cerai gugat, 06 Juli 
2018. 
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talak yang disidangkan dan diputus di Kantor Pengadilan Agama,14 kedua 
perkara tersebut sama dalam tenggang waktu antara sidang pertama dan 
sidang kedua, antara sidang kedua dan ketiga, dan seterusnya. Karena pada 
dasarnya untuk semua wilayah yang ada di Kabupaten Boyolali (baik 
radius satu, radius dua, ataupun radius tiga) dalam jangka waktu sidang 
sama tenggang waktunya, yaitu 2 minggu.15 
3. Asas biaya ringan 
Sidang keliling adalah salah satu implementasi dari asas sederhana 
cepat dan biaya ringan. Namun tetap yang paling terlihat ialah penekanan 
biaya ringan terutama biaya transportasi, dan juga waktu yang dibutuhkan 
untuk datang dipersidangan.16 Kata “biaya ringan” adalah agar biaya yang 
timbul dalam perkara tersebut dapat dipikul oleh rakyat pencari keadilan.17 
Tujuan dari pelaksanaan sidang keliling ialah tak lain dari asas 
sederhana cepat dan biaya ringan tersebut. Terutama yang paling dirasakan 
oleh masyarakat yaitu biaya ringan yang terkait dengan biaya transportasi 
dan lain-lain.18 Seperti salah satu kesaksian Ibu Prasetya Ningrum 
(penggugat dalam kasus cerai gugat), bahwa dengan adanya sidang keliling 
sangatlah meringankan beban terutama terkait dengan biaya transportasi. 
Kalau harus sampai ke gedung pengadilan kira-kira membutuhkan dana 
kurang lebih 150.000 Rupiah untuk menyewa mobil karena jarak yang 
                                                          
14 Salinan Putusan Nomor 0452/Pdt.G/2018/PA.Bi perihal perkara cerai talak, 16 April 
2018. 
15 Susilawati,... Wawancara Pribadi, Kamis, 27 September 2018 Jam 10.30 WIB. 
16 Syamsul Aziz,... Wawancara Pribadi, Jumat 05 September 2018. 
17 Mohammad Amir Hamzah,... Journal, Hlm. 80. 
18 Syamsul Aziz,...Wawancara Pribadi, Jumat, 05 Oktober 2018, Jam 09.30. 
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lumayan jauh (termasuk uang makan). Sedangakan dengan sidang keliling 
yang dilaksanakan di Kecamatan Karanggede hanya membutuhkan ongkos 
ojek sebesar 20.000 Rupiah dan tidak perlu mengeluarkan uang untuk 
konsumsi karena jarak yang terjangkau. Jika diukur dari kediaman ibu 
Prasetya Ningrum, jarak antara kediaman sampai kantor Pengadilan Agama 
kurang lebih 30 kilometer, dan jarak dari kediaman sampai lokasi sidang 
keliling hanyalah 2,5 kilometer.19 
Jadi, Untuk asas biaya ringan lebih mengena ke biaya transportasi 
dan keperluan lain-lain di perjalanan dari kediaman pencari keadilan 
menuju ke kantor pengadilan agama. Terkait dengan panjar biaya yang 
harus ditanggung oleh pelapor atau penggugat tidak ada perbedaan antara 
sidang keliling ataupun sidang dikantor pengadilan. Seperti dalam panjar 
biaya cerai gugat perkara Nomor 0315/Pdt.G/2018/PA.Bi yang mana 
perkara tersebut diselesaikan dan diputus dalam sidang keliling, biaya 
perkara tersebut antara lain untuk biaya pendaftaran sebesar 30.000 Rupiah, 
biaya proses 50.000 Rupiah, biaya pemanggilan 250.000 Rupiah, biaya 
redaksi 5.000 Rupiah, dan biaya meterai 6.000 Rupiah.20 Selain itu, perkara 
Nomor 0452/Pdt.G/2018/PA.Bi dalam kasus cerai talak yang disidangkan 
dan diputus di Kantor Pengadilan Agama hampir sama dalam biaya 
perkaranya, yaitu biaya pendaftaran 30.000 Rupiah, biaya proses 50.000 
                                                          
19 Prasetya Ningrum, Penggugat Cerai Gugat Di Sidang Keliling, Wawancara Pribadi, 
Jumat, 05 September 2018 Jam 10.00 WIB 
20 Salinan putusan Nomor 0315/Pdt.G/2018/PA.Bi Perihal perkara cerai gugat, 06 Juli 
2018. 
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Rupiah, biaya panggilan 375.000 Rupiah, biaya redaksi 5.000 Rupiah, dan 
biaya meterai 6.000 Rupiah.21 
Panjar biaya diatas sama dalam segi jumlah yang harus dibebankan 
kepada pelapor atau penggugat serta merupakan panjar biaya peradilan 
tingkat pertama yang sudah diberlakukan di Peradilan Agama Boyolali, 
serta sudah disahkan oleh Ketuan Pengadilan Agama Boyolali periode 
2018 yaitu Drs. Syamsul Aziz, M.H. Untuk panjar biaya tingkat pertama 
selengkapnya sebagai terlampir. 
Dalam kedua perkara tersebut, perbedaan biaya hanya terletak pada 
biaya panggilan, karena sedikit banyaknya biaya panggilan tergantung dari 
domisili atau alamat dari pihak tergugat. Untuk biaya yang lain dari 
Pengadilan tidak membuat perbedaan antara sidang di Kantor Pengadilan 
maupun sidang di luar Kantor Pengadilan. Jadi pada intinya semakin dekat 
lokasi sidang dari kediaman pencari keadilan, maka semakin sedikit pula 
biaya perjalanan yang harus dikeluarkan. Dam disinilah fungsi, manfaat 
dan tujuan utama diadakannya sidang keliling di lingkungan peradilan 
agama. 22 
                                                          
21 Salinan Putusan Nomor 0452/Pdt.G/2018/PA.Bi perihal perkara cerai talak, 16 April 
2018. 
22 Susilawati,... Wawancara Pribadi, Kamis, 27 September 2018 Jam 10.30 WIB. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari penjelasan bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil 
beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Boyolali di 
Kecamatan Karanggede sesuai dengan hukum acara yang berlaku di 
Lingkungan Peradilan Agama. Seperti pendaftaran perkara, alur jalannya 
persidangan, panjar biaya, serta waktu persidangan tidak ada perbedaan 
khusus antara sidang di kantor pengadilan dan di luar kantor pengadilan. 
Pada dasarnya perbedaan hanyalah terletak pada lokasi sidang yang lebih 
mudah dan dekat untuk dijangkau oleh masyarakat. 
2. Terkait dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan jika 
dihubungkan dengan sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama 
Boyolali, maka yang sangat bisa dirasakan oleh masyarakat ialah asas 
biaya ringan yang sangat membantu masyarakat meringankan biaya 
terutama biaya transporasi untuk datang ke lokasi persidangan. 
B. Saran 
Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis 
bermaksud untuk memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat 
bagi lembaga maupun peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut: 
1. Bagi Lembaga Pengadilan Agama 
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Penulis berharap Pengadilan Agama Boyolali dapat melaksanakan 
sidang keliling di tahun-tahun berikutnya serta dapat memperpanjang 
waktu pelaksanaan sidang keliling, karena penulis menilai sidang keliling 
yang dilaksanakan Pengadilan Agama Boyolali dinilai sangat efektif dan 
sangat membantu bagi masyarakat pencari keadilan terutama yang 
berkediaman jauh dari lokasi pengadilan agama. 
2. Bagi Masyarakat 
Penulis berharap bagi masyarakat pencari keadilan dapat 
memanfaatkan dan memaksimalkan fasilitas yang diberikan Pengadilan 
Agama seperti pelaksanaan sidang keliling tersebut. 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
1. Apakah benar tahun 2018 ini PA Boyolali mengadakan sidang keliling? 
2. Apa dasar PA Boyolali melaksakan sidang keliling? 
3. Sejak kapan sidang keliling tersebut dilaksanakan? 
4. Di lokasi mana sidang keliling tersebut dilaksanakan? 
5. Kenapa lokasi tersebut menjadi pilihan lokasi sidang keliling? 
6. Tahun 2018 ini berapa lama sidang keliling tersebut dilaksanakan? 
7. Perkara apa saja yang bisa diputus dalam sidang keliling? 
8. Apakah sidang keliling yang dilaksanakan PA Boyolali kemanfaatannya 
sudah dirasakan oleh masyarakat yang berperkara? 
9. Menurut Bapak/Ibu apakah sidang keliling yang dilkasanakan PA Boyolali 
sudah sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan? 
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